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Menimbang arah pembangunan nasional di tengah turtutan
produktivitas, akuntabilitas demokratis, dan daya dukung lingkungan.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Mendorong produktivitas, inovasi, dan investasi
berkualitas untuk kesejahteraan berkelanjutan.

DEMOKRASI & TATA KELOLA

Memperkuat institusi, supremasi hukum,
dan partisipasi warga untuk tata kelola
yang akuntabel dan transparan.

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Menjaga daya dukung ekosistem, transisi
energi bersih, dan ekonomi hijau yang inklusif.

KEADILAN SOSIAL

Mengurangi kesenjangan, memperluas peluang,
dan memastikan manfaat pembangunan
dirasakan semua lapisan masyarakat.

TRANSFORMASI INDONESIA 2045

Menuju Indonesia Emas: berdaya saing global,
demokratis, adil, dan lestari.
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Abstrak

Indonesia berada pada persimpangan historis ketika ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi harus
dipertemukan dengan kualitas demokrasi dan keberlanjutan ekologis. Pertumbuhan ekonomi tetap penting
karena menyediakan pekerjaan, pendapatan, penerimaan negara, dan kapasitas investasi. Namun
pertumbuhan yang tidak mengubah produktivitas, kualitas pekerjaan, mobilitas sosial, dan layanan publik
dapat menghasilkan kemajuan statistik tanpa kesejahteraan yang luas. Pada saat yang sama, demokrasi
Indonesia menghadapi tekanan berupa konsentrasi kekuasaan, biaya politik yang tinggi, polarisasi,
pelemahan institusi pengimbang, dan ketimpangan pengaruh. Di bidang ekologis, Indonesia menghadapi
ketergantungan energi fosil, deforestasi, degradasi pesisir, polusi, kehilangan biodiversitas, serta
kerentanan terhadap perubahan iklim. Artikel ini menganalisis keterkaitan ketiga dimensi tersebut melalui
perspektif ekonomi politik, pembangunan, tata kelola, manajemen strategis, dan keberlanjutan. Argumen
utamanya adalah bahwa pertumbuhan, demokrasi, dan keberlanjutan bukan tiga agenda terpisah, melainkan
satu sistem yang dapat saling memperkuat atau saling merusak. Pertumbuhan yang inklusif memperkuat
kelas menengah dan kapasitas warga; demokrasi yang efektif memperbaiki akuntabilitas dan distribusi;
keberlanjutan menjaga modal alam serta mengurangi risiko ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekstraktif
dapat memperbesar oligarki, demokrasi yang lemah dapat memfasilitasi eksploitasi, dan krisis ekologis
dapat memperdalam ketimpangan. Artikel membahas kualitas pertumbuhan, pekerjaan, produktivitas,
ketimpangan, fiskal, hilirisasi, digitalisasi, desentralisasi, demokrasi elektoral, kebebasan sipil, korupsi,
partai politik, media, modal alam, transisi energi, pangan, kota, laut, hutan, dan keadilan antargenerasi.
Kajian ini mengusulkan model tiga poros pembangunan Indonesia: produktivitas dan kesejahteraan,
demokrasi dan institusi, serta regenerasi ekologis. Peta jalan 2026-2045 menekankan reformasi pekerjaan
dan pendidikan, penguatan negara hukum, pembiayaan politik yang sehat, desentralisasi berkualitas,
ekonomi rendah karbon, perlindungan modal alam, serta penganggaran berbasis hasil. Tujuan akhirnya
adalah Indonesia maju yang tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga adil, demokratis, tangguh, dan layak
diwariskan.

Kata Kunci

Indonesia; pertumbuhan ekonomi; demokrasi; keberlanjutan; kualitas institusi; pekerjaan layak;
ketimpangan; transisi hijau; modal alam; pembangunan 2045

Ringkasan Eksekutif

Indonesia tidak dapat memilih satu agenda dan mengabaikan dua lainnya. Pertumbuhan tanpa demokrasi
dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan; demokrasi tanpa kapasitas ekonomi dapat kehilangan
legitimasi; keberlanjutan tanpa keadilan dapat ditolak masyarakat.

Kualitas pertumbuhan lebih penting daripada angka agregat semata. Pertumbuhan perlu diukur melalui
produktivitas, penciptaan pekerjaan formal, kenaikan pendapatan riil, mobilitas sosial, pemerataan wilayah,
dan perbaikan layanan.
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Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilu yang bebas dan kompetitif, kebebasan sipil, institusi
pengimbang, media plural, partai yang akuntabel, serta warga yang memiliki kapasitas material untuk
berpartisipasi.

Keberlanjutan bukan biaya tambahan, melainkan strategi menjaga modal alam, mengurangi risiko iklim,
memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan industri baru.

Keterkaitan tiga agenda dapat dilihat pada hilirisasi, energi, pangan, kota, digitalisasi, dan desentralisasi.
Setiap kebijakan perlu diuji pada dimensi ekonomi, demokrasi, distribusi, dan ekologi.

Indonesia memerlukan negara yang kuat sekaligus dibatasi. Kapasitas birokrasi, fiskal, dan regulasi harus
meningkat, tetapi pengawasan, keterbukaan, peradilan, dan partisipasi tetap dijaga.

Pembangunan menuju 2045 harus menghindari middle-income trap, democratic backsliding, dan ecological
overshoot secara bersamaan. Ketiganya memiliki akar pada produktivitas rendah, konsentrasi kekuasaan,
dan kelemahan institusi.

Keberhasilan perlu diukur melalui dashboard terpadu: pertumbuhan produktif, pekerjaan layak,
ketimpangan menurun, kualitas demokrasi, emisi, biodiversitas, serta ketahanan fiskal dan sosial.
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Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Tiga Persimpangan Pembangunan Indonesia

Indonesia menghadapi pilihan arah pembangunan. Dalam konteks 1. pendahuluan: tiga persimpangan
pembangunan indonesia, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan,
pro-demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
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kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Pertumbuhan, demokrasi, dan lingkungan saling terkait. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa
hasil jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang
tetapi mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin
tidak langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu,
horizon kebijakan perlu diperpanjang.

Keputusan hari ini membentuk 2045. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Trade-off tidak dapat dihilangkan tetapi dikelola. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Institusi menentukan kualitas pilihan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan  kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kesejahteraan

PDB mengukur aktivitas tetapi bukan seluruh kesejahteraan. Dalam konteks 2. pertumbuhan ekonomi dan
kualitas kesejahteraan, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan,
pro-demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Pertumbuhan perlu menghasilkan pendapatan riil. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Distribusi manfaat berbeda antarkelompok. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Halaman 6



Indonesia di Persimpangan: Pertumbuhan, Demokrasi, dan Keberlanjutan
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Kualitas layanan publik memengaruhi kesejahteraan. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Indikator multidimensi diperlukan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan  kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

3. Produktivitas, Pekerjaan, dan Kelas Menengah

Produktivitas menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Dalam konteks 3. produktivitas, pekerjaan, dan
kelas menengah, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Pekerjaan informal mendominasi banyak sektor. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Kelas menengah menghadapi biaya hidup dan risiko. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.
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Transformasi struktural memerlukan skill. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka
dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Kebijakan pekerjaan menjadi pusat. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan  kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

4. Ketimpangan, Mobilitas Sosial, dan Legitimasi

Ketimpangan aset lebih persisten daripada pendapatan. Dalam konteks 4. ketimpangan, mobilitas sosial,
dan legitimasi, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Mobilitas menentukan persepsi keadilan. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Pendidikan dan kesehatan memengaruhi peluang. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Ketimpangan dapat mengurangi kepercayaan. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Redistribusi serta predistribusi diperlukan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda
membutuhkan tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa
governance dan accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan.
Organisasi publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.
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5. Struktur Ekonomi dan Risiko Middle-Income Trap

Pertumbuhan berbasis komoditas memiliki batas. Dalam konteks 5. struktur ekonomi dan risiko middle-
income trap, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Manufaktur dan jasa modern perlu berkembang. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Inovasi serta ekspor bernilai tambah penting. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Institusi mendukung upgrading. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Diversifikasi mengurangi risiko. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

6. Demokrasi Elektoral dan Demokrasi Substantif

Pemilu adalah dasar tetapi bukan keseluruhan. Dalam konteks 6. demokrasi elektoral dan demokrasi
substantif, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi,
atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas
institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar
konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi
memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Kebebasan sipil serta kompetisi perlu dijaga. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.
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Demokrasi substantif menilai responsiveness. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Warga membutuhkan kapasitas berpartisipasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Institusi pengimbang sangat penting. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

7. Negara Hukum, Korupsi, dan Kualitas Institusi

Rule of law menurunkan ketidakpastian. Dalam konteks 7. negara hukum, korupsi, dan kualitas institusi,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Korupsi mengalihkan sumber dan merusak trust. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.
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Enforcement harus setara. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan dampak
berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Birokrasi profesional memperkuat kapasitas. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka
dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Checks mencegah penyalahgunaan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

8. Partai Politik, Pembiayaan, dan Representasi

Partai mengagregasi kepentingan. Dalam konteks 8. partai politik, pembiayaan, dan representasi, persoalan
pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Biaya politik menciptakan ketergantungan. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Kaderisasi serta pendanaan publik perlu diperkuat. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Representasi harus substantif. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Transparansi donor menjadi kunci. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.
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Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan  kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti = kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

9. Media, Informasi, dan Ruang Publik Digital

Media membentuk agenda. Dalam konteks 9. media, informasi, dan ruang publik digital, persoalan pokok
bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-lingkungan.
Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas
ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi; dapat
mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Konsentrasi kepemilikan berisiko. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek dan
jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi modal
alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat dalam
pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Platform mengatur visibility. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan dampak
berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Disinformasi memengaruhi demokrasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Literasi dan pluralitas diperlukan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

10. Oligarki, Konsentrasi Ekonomi, dan Policy Capture

Kekayaan dapat berubah menjadi pengaruh. Dalam konteks 10. oligarki, konsentrasi ekonomi, dan policy
capture, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi,
atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas
institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar
konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi
memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.
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Konsentrasi pasar memiliki dampak politik. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Capture dapat berlangsung legal. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Persaingan dan transparansi menjadi pengimbang. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Negara tidak boleh bergantung elite. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

11. Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Daerah

Otonomi mendekatkan pelayanan. Dalam konteks 11. desentralisasi dan ketimpangan kapasitas daerah,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.
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Kapasitas fiskal serta teknis berbeda. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek
dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi
modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat
dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Daerah kepulauan menghadapi biaya tinggi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Inovasi perlu diinstitusionalisasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Desentralisasi asimetris dapat dibutuhkan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda
membutuhkan tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa
governance dan accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan.
Organisasi publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

12. Fiskal, Anggaran, dan Prioritas Pembangunan

Anggaran merupakan pilihan politik. Dalam konteks 12. fiskal, anggaran, dan prioritas pembangunan,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Ruang fiskal terbatas. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek dan jangka
panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi modal alam,
kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat dalam
pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Program perlu outcome dan evaluasi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Belanja wajib dapat mengurangi fleksibilitas. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka
dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
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kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Keadilan antargenerasi perlu dihitung. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

13. Pendidikan, Kesehatan, dan Human Capital

Human capital menentukan produktivitas dan demokrasi. Dalam konteks 13. pendidikan, kesehatan, dan
human capital, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Kualitas lebih penting dari akses saja. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek
dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi
modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat
dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Ketimpangan wilayah perlu diatasi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Preventif sering kalah dari kuratif. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
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kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Pembelajaran sepanjang hayat dibutuhkan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda
membutuhkan tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa
governance dan accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan.
Organisasi publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

14. Transformasi Digital, Al, dan Produktivitas

Digitalisasi membuka peluang produktivitas. Dalam konteks 14. transformasi digital, ai, dan produktivitas,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Kesenjangan akses dapat memperlebar ketimpangan. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Al mengubah pekerjaan dan keputusan. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Data dan governance menjadi fondasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Teknologi harus melayani tujuan publik. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.
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15. Modal Alam dan Keterbatasan PDB

PDB tidak mengurangi depresiasi alam. Dalam konteks 15. modal alam dan keterbatasan pdb, persoalan
pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Hutan, laut, air, dan biodiversitas adalah aset. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Eksploitasi dapat tampak sebagai pertumbuhan. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Natural capital accounting diperlukan. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Generasi mendatang memiliki hak. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas
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16. Transisi Energi dan Ekonomi Rendah Karbon

Ketergantungan fosil menciptakan lock-in. Dalam konteks 16. transisi energi dan ekonomi rendah karbon,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Energi bersih memberi peluang industri. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Transisi memiliki biaya wilayah dan pekerja. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Jaringan serta pembiayaan perlu diperkuat. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka
dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Just transition menentukan legitimasi. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

17. Kehutanan, Pangan, dan Tata Guna Lahan

Lahan menghubungkan pangan, hutan, dan emisi. Dalam konteks 17. kehutanan, pangan, dan tata guna
lahan, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi,
atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas
institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar
konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi
memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Konflik tenurial menghambat. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek dan
jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi modal
alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat dalam
pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.
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Produktivitas pertanian perlu naik tanpa ekspansi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Restorasi dan hak masyarakat penting. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Data spasial harus terbuka. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

18. Ekonomi Biru dan Regenerasi Laut

Laut memberi pangan, kerja, dan perlindungan. Dalam konteks 18. ekonomi biru dan regenerasi laut,
persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Overfishing serta polusi mengancam. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek
dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi
modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat
dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Mangrove, lamun, dan terumbu adalah modal. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Masyarakat pesisir harus menjadi penerima utama. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Ekonomi biru perlu regeneratif. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.
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Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan  kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti = kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

19. Kota, Infrastruktur, dan Ketahanan Iklim

Urbanisasi menjadi mesin ekonomi. Dalam konteks 19. kota, infrastruktur, dan ketahanan iklim, persoalan
pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Kemacetan dan polusi mengurangi produktivitas. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil
jangka pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Infrastruktur harus tahan iklim. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Perumahan serta transportasi memengaruhi inklusi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses
terbuka dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi
tanpa kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian,
dan keputusan yang dapat dievaluasi.

Tata ruang menentukan risiko. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator

Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?
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Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

20. Keadilan Sosial dan Transisi yang Adil

Reformasi menciptakan pemenang dan pihak terdampak. Dalam konteks 20. keadilan sosial dan transisi
yang adil, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi,
atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas
institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar
konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi
memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Kompensasi serta reskilling penting. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka pendek
dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi mengurangi
modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak langsung terlihat
dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon kebijakan perlu
diperpanjang.

Kelompok rentan lebih terkena shock. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Universal services memperkuat legitimasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka
dapat memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Keadilan prosedural dibutuhkan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

21. Indonesia dalam Geopolitik dan Fragmentasi Global

Perdagangan semakin dipengaruhi keamanan. Dalam konteks 21. indonesia dalam geopolitik dan
fragmentasi global, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.
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Indonesia perlu menjaga kebebasan strategis. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Rantai pasok dapat direlokasi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan dampak
berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Kedaulatan teknologi menjadi isu. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

ASEAN memberi ruang kerja sama. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

22. Studi Kasus Persimpangan Kebijakan

Kasus menunjukkan trade-off nyata. Dalam konteks 22. studi kasus persimpangan kebijakan, persoalan
pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-
lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi,
dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi;
dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat
keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Setiap kebijakan memiliki dimensi politik. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Outcome perlu dilihat lintas sektor. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Partisipasi memperbaiki desain. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa

Halaman 22



Indonesia di Persimpangan: Pertumbuhan, Demokrasi, dan Keberlanjutan
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Evaluasi mencegah simbolisme. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

23. Model Tiga Poros Pembangunan Indonesia

Poros ekonomi berfokus produktivitas dan kesejahteraan. Dalam konteks 23. model tiga poros
pembangunan indonesia, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan,
pro-demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Poros demokrasi berfokus institusi dan voice. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Poros ekologi berfokus regenerasi. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional menghasilkan
dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata nasional dapat
menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi dan partisipasi
kelompok terdampak harus menjadi standar.

Ketiga poros memerlukan integrasi. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Dashboard terpadu dibutuhkan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan tujuan,
indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Dimensi Pertanyaan Utama Indikator
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Ekonomi Apakah nilai dan pekerjaan Produktivitas, upah
meningkat?

Demokrasi Apakah proses terbuka dan Partisipasi, rule of law
accountable?

Sosial Siapa menerima dan Ketimpangan, mobilitas
menanggung?

Ekologi Apakah modal alam terjaga? Emisi, biodiversitas

Institusi Apakah kebijakan dapat belajar? | Evaluasi, kapasitas

24. Peta Jalan 2026-2045

Tahap awal memperkuat fondasi. Dalam konteks 24. peta jalan 2026-2045, persoalan pokok bukan sekadar
menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah
bagaimana kebijakan mengubah distribusi kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu
kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi,
tetapi membebani pekerja; atau memperluas partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus
bersifat sistemik.

Tahap menengah melakukan transformasi. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Tahap akhir mengonsolidasikan negara maju. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Reformasi harus adaptif. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat memperbaiki
informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa kapasitas atau batas
waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan keputusan yang dapat
dievaluasi.

Akuntabilitas antargenerasi diperlukan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda membutuhkan
tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa governance dan
accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan. Organisasi
publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.
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25. Kesimpulan: Menuju Indonesia Maju yang Layak Diwariskan

Pertumbuhan bukan tujuan tunggal. Dalam konteks 25. kesimpulan: menuju indonesia maju yang layak
diwariskan, persoalan pokok bukan sekadar menentukan apakah kebijakan pro-pertumbuhan, pro-
demokrasi, atau pro-lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan mengubah distribusi
kesempatan, kualitas institusi, dan kapasitas ekologis. Satu kebijakan dapat meningkatkan investasi, tetapi
juga memperbesar konsentrasi; dapat mengurangi emisi, tetapi membebani pekerja; atau memperluas
partisipasi, tetapi memperlambat keputusan. Analisis harus bersifat sistemik.

Demokrasi memberi legitimasi dan koreksi. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa hasil jangka
pendek dan jangka panjang sering berbeda. Proyek ekstraktif dapat menaikkan PDB sekarang tetapi
mengurangi modal alam, kesehatan, dan pilihan generasi berikutnya. Reformasi institusi mungkin tidak
langsung terlihat dalam pertumbuhan, tetapi menurunkan biaya transaksi dan risiko. Karena itu, horizon
kebijakan perlu diperpanjang.

Keberlanjutan menjaga fondasi kehidupan. Dimensi distribusi sangat penting. Kebijakan nasional
menghasilkan dampak berbeda menurut pendapatan, gender, wilayah, profesi, dan generasi. Rata-rata
nasional dapat menyembunyikan daerah tertinggal atau kelas menengah yang tertekan. Analisis insidensi
dan partisipasi kelompok terdampak harus menjadi standar.

Institusi menghubungkan ketiganya. Demokrasi yang efektif bukan lawan efisiensi. Proses terbuka dapat
memperbaiki informasi, mengurangi konflik, dan membangun legitimasi. Namun partisipasi tanpa
kapasitas atau batas waktu dapat menjadi ritual. Institusi perlu menggabungkan deliberasi, keahlian, dan
keputusan yang dapat dievaluasi.

Indonesia perlu memilih kualitas pembangunan. Dari perspektif manajemen strategis, setiap agenda
membutuhkan tujuan, indikator, sumber daya, risiko, penanggung jawab, dan siklus pembelajaran. Tanpa
governance dan accountability, label besar seperti transformasi, hilirisasi, atau hijau mudah menjadi slogan.
Organisasi publik harus mampu scale, redesign, dan menghentikan program.

Prinsip integratifnya adalah productive, democratic, and regenerative development. Produktif berarti
meningkatkan ~ kemampuan  menghasilkan  nilai;  demokratis  berarti  kekuasaan  dapat
dipertanggungjawabkan dan warga memiliki suara; regeneratif berarti pembangunan memulihkan, bukan
hanya mengurangi kerusakan. Ketiganya menjadi kriteria bersama.

Studi Kasus Persimpangan Kebijakan

Kasus 1: Hilirisasi Mineral

Hilirisasi dapat menaikkan ekspor dan investasi, tetapi juga menghasilkan tekanan energi, lingkungan, dan
konsentrasi industri. Kualitasnya ditentukan oleh transfer teknologi, pemasok domestik, pekerjaan, emisi,
dan tata kelola izin.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.
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Kasus 2: Program Makan Bergizi

Program gizi dapat memperbaiki human capital dan permintaan lokal. Tantangannya adalah fiskal, logistik,
keamanan pangan, kapasitas daerah, serta evaluasi outcome gizi dan belajar.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 3: Transisi Batu Bara

Penghentian bertahap batu bara mengurangi emisi, tetapi berdampak pada pekerja, daerah penghasil,
BUMN, dan tarif listrik. Just transition memerlukan diversifikasi ekonomi dan perlindungan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 4: Ibu Kota Baru dan Pembangunan Wilayah

Proyek dapat mengurangi konsentrasi Jawa dan membangun kota hijau, tetapi memerlukan biaya,
perlindungan ekosistem, governance, dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 5: Digitalisasi Pelayanan Publik
Digitalisasi mempercepat layanan dan transparansi, tetapi dapat mengecualikan warga tanpa akses serta
memperbesar surveillance. Desain harus hybrid, aman, dan accountable.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 6: Perkebunan dan Pangan

Ekspansi komoditas menghasilkan devisa, tetapi dapat memicu konflik lahan dan deforestasi. Intensifikasi
berkelanjutan, traceability, hak masyarakat, dan diversifikasi diperlukan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 7: Pariwisata Massal

Pariwisata menghasilkan kerja dan devisa, tetapi tekanan pada air, sampah, budaya, dan harga tanah dapat
merusak. Carrying capacity dan manfaat lokal menjadi kunci.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.
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Kasus 8: Subsidi Energi
Subsidi menjaga daya beli dan stabilitas, tetapi dapat regresif, membebani fiskal, serta menghambat transisi.
Reformasi perlu data, kompensasi, dan alternatif transportasi.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 9: Desentralisasi Sumber Daya
Daerah memperoleh kewenangan dan pendapatan, tetapi kapasitas dan capture lokal berbeda. Data, audit,
partisipasi, dan equalization perlu diperkuat.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.

Kasus 10: Al dalam Pemerintahan
Al dapat meningkatkan analisis dan layanan, tetapi menimbulkan risiko bias, opacity, dan ketergantungan
vendor. Human oversight, appeal, dan audit diperlukan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa kebijakan tidak dapat dinilai dari satu indikator. Keputusan perlu melihat
manfaat ekonomi, distribusi, kualitas demokrasi, kapasitas implementasi, dan dampak ekologis secara
bersamaan.
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Pendalaman Analitis

A. Pertumbuhan versus Pembangunan

Pertumbuhan adalah kenaikan output, sedangkan pembangunan mencakup transformasi kemampuan
manusia dan institusi. PDB dapat tumbuh ketika sumber daya diekstraksi, tetapi kesejahteraan bersih dapat
turun jika polusi, konflik, dan kerusakan alam meningkat.

Pembangunan memerlukan perubahan struktur produktif, peningkatan produktivitas, dan perluasan
kesempatan. Pertumbuhan konsumsi tanpa investasi manusia dan teknologi memiliki daya tahan terbatas.

Kualitas pertumbuhan dapat dinilai dari employment elasticity, wage growth, formalization, productivity,
poverty reduction, serta environmental intensity. Tidak ada satu ukuran cukup.

Kebijakan perlu menghindari growth fetishism, tetapi juga tidak meremehkan pertumbuhan. Tanpa
pertumbuhan, pembiayaan pelayanan dan transisi lebih sulit. Tujuannya adalah growth with purpose.

Perencanaan nasional harus menghubungkan target makro dengan outcome rumah tangga, wilayah, dan

ekosistem.

B. Demokrasi dan Efektivitas Negara

Debat sering mempertentangkan demokrasi dengan efektivitas. Padahal negara demokratis dapat efektif
bila birokrasi profesional, hukum jelas, dan keputusan memiliki legitimasi.

Otoritarianisme dapat mengambil keputusan cepat, tetapi juga membuat kesalahan besar sulit dikoreksi.
Demokrasi menyediakan feedback melalui pemilu, media, parlemen, dan masyarakat.

Masalah demokrasi bukan terlalu banyak suara, melainkan institusi yang tidak mampu mengagregasi.
Partai, konsultasi, dan data perlu diperbaiki.

Efektivitas juga memerlukan kapasitas fiskal dan administrasi. Hak tanpa layanan menurunkan legitimasi.
Model yang dibutuhkan adalah capable democracy: negara kuat dalam melayani, tetapi tunduk hukum dan

dapat dikoreksi.

C. Middle-Income Trap dan Institutional Trap

Middle-income trap terjadi ketika keunggulan upah murah dan komoditas habis, tetapi inovasi serta
produktivitas belum cukup. Indonesia perlu upgrading teknologi, skill, dan organisasi.

Institutional trap muncul ketika kelompok yang mendapat manfaat dari struktur lama menghambat
reformasi. Subsidi, proteksi, rente, dan regulasi dapat dipertahankan oleh koalisi.

Demokrasi dapat membantu reformasi bila kelompok baru terorganisasi, tetapi juga memperkuat status quo
melalui patronase. Leadership dan coalition building penting.

Transformasi hijau dapat menjadi sumber inovasi, tetapi hanya jika didukung industri, riset, pasar, dan
standar.

Keluar dari trap memerlukan reformasi simultan pada ekonomi, institusi, dan ekologi, bukan langkah
terpisah.
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D. Kelas Menengah dan Konsolidasi Demokrasi

Kelas menengah sering dianggap penopang demokrasi karena memiliki pendidikan, aset, dan tuntutan
pelayanan. Namun kelas menengah tidak homogen dan dapat mendukung stabilitas di atas kebebasan ketika
merasa terancam.

Biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tidak aman dapat menekan. Aspirasi yang tidak
terpenuhi mengurangi trust.

Kebijakan perlu menciptakan pekerjaan produktif dan universal services, bukan hanya bantuan miskin.
Aspiring middle class membutuhkan mobility.

Digital media membuat kelas menengah aktif tetapi juga rentan polarisasi. Media literacy dan ruang
deliberasi diperlukan.

Demokrasi yang mampu memberikan kualitas hidup akan lebih legitimate.

E. Oligarki dan Pembangunan

Elite ekonomi dapat mendukung investasi dan reformasi, tetapi konsentrasi yang tidak dibatasi dapat
menghasilkan policy capture. Hubungan negara-bisnis perlu embedded autonomy.

Kebijakan industri memerlukan koordinasi dengan perusahaan. Insentif harus bersyarat pada kinerja dan
terbuka bagi kompetisi.

Beneficial ownership, campaign finance, tax expenditure, dan procurement membuka hubungan.
Transparansi perlu diikuti enforcement.

Countervailing power dari serikat, UMKM, media, akademia, dan pengadilan memperbaiki bargaining.

Tujuan bukan anti-elite, tetapi institusi yang lebih kuat dari kepentingan individual.

F. Modal Alam dan Kekayaan Bangsa

Kekayaan nasional mencakup produced, human, natural, dan institutional capital. PDB hanya mengukur
arus, bukan stok. Negara dapat tumbuh sambil menghabiskan kekayaan.

Indonesia memiliki hutan tropis, pesisir, mineral, tanah, air, dan biodiversitas. Pengelolaan menentukan
apakah aset menjadi prosperity atau rent.

Natural capital accounting membantu, tetapi monetisasi memiliki batas etis. Tidak semua nilai dapat diganti
uang.

Kebijakan perlu menggunakan batas ekologis, protected area, restoration, dan polluter pays.
Kekayaan alam yang terjaga memberi resilience serta opsi generasi.

G. Transisi Energi sebagai Transformasi Politik

Energi bukan hanya teknologi, tetapi sistem kepentingan, subsidi, aset, dan pekerjaan. Batu bara memiliki
koalisi ekonomi yang kuat.

Energi terbarukan memerlukan grid, storage, izin, financing, dan domestic industry. Penambahan kapasitas
saja tidak cukup.

Tarif listrik harus menjaga affordability dan investasi. Subsidy reform serta social protection berjalan
bersama.
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Daerah penghasil memerlukan revenue replacement dan economic diversification. Pekerja memerlukan
reskilling yang terhubung pekerjaan nyata.

Transisi berhasil jika dianggap adil dan memberi manfaat lokal.

H. Demokrasi Ekologis

Keputusan lingkungan berdampak lintas generasi dan kelompok yang tidak selalu memiliki suara.
Demokrasi ekologis memperluas representasi pada masyarakat adat, komunitas, dan generasi mendatang.

Environmental impact assessment perlu menjadi proses deliberasi, bukan formalitas. Data serta alternatif
dibuka.

Hak atas lingkungan sehat memperkuat accountability. Namun litigasi harus disertai kapasitas
implementasi.

Citizen science dan open environmental data membantu pengawasan.
Demokrasi ekologis bukan veto pada semua proyek, tetapi keputusan yang transparan, beralasan, dan

memperhitungkan batas.

I. Desentralisasi dan Negara Kepulauan

Indonesia memiliki variasi biaya, geografi, budaya, dan kapasitas. Kebijakan seragam dapat menghasilkan
outcome berbeda.

Equalization fiskal perlu memperhitungkan biaya kepulauan dan keterpencilan. Formula per kapita tidak
cukup.

Daerah perlu fleksibilitas, tetapi standar pelayanan dan audit tetap. Desentralisasi asimetris dapat
meningkatkan kesesuaian.

Kerja sama antardaerah dan shared services membantu skala. Provinsi berperan koordinasi.
Kapasitas daerah merupakan investasi nasional, bukan urusan lokal saja.

J. Geopolitik, Demokrasi, dan Keberlanjutan

Fragmentasi global memberi peluang relokasi industri, tetapi juga tekanan memilih blok dan mengejar
sumber daya.

Indonesia perlu bebas aktif yang pragmatis, menjaga pasar, teknologi, dan pembiayaan beragam.

Standar hijau dan carbon border dapat menjadi hambatan atau pendorong upgrading. Industri perlu data dan
teknologi.

Demokrasi serta rule of law memengaruhi kepercayaan partner dan investor jangka panjang.

Kedaulatan berarti memiliki kapasitas pilihan, bukan isolasi.

Model Tiga Poros Pembangunan Indonesia

Poros 1: Produktivitas dan Kesejahteraan

Mencakup produktivitas tenaga kerja, pekerjaan layak, pendapatan riil, mobilitas, inovasi, dan layanan.
Tujuannya mengubah pertumbuhan menjadi kemampuan manusia.
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Poros 2: Demokrasi dan Institusi

Mencakup rule of law, kompetisi politik, kebebasan, partai, media, birokrasi, pengawasan, dan partisipasi.
Tujuannya memastikan kekuasaan dapat dikoreksi.

Poros 3: Regenerasi Ekologis

Mencakup emisi, energi, hutan, laut, air, tanah, biodiversitas, dan ketahanan iklim. Tujuannya menjaga dan
memulihkan modal alam.

Lapisan Integrasi: Keadilan
Setiap kebijakan dinilai pada distribusi manfaat, biaya, risiko, wilayah, gender, dan generasi.

Lapisan Implementasi: Kapasitas Negara

Data, fiskal, SDM, koordinasi, pengadaan, dan evaluasi menerjemahkan tujuan menjadi hasil.

Balanced Scorecard Indonesia di Persimpangan

Perspektif Tujuan Indikator Risiko
Ekonomi Produktif dan inklusif | Produktivitas, upah, Stagnasi
kerja formal

Demokrasi Terbuka dan Rule of law, partisipasi | Backsliding
accountable

Sosial Mobilitas dan Gini, layanan, kelas Eksklusi
keamanan menengah

Ekologi Regeneratif Emisi, hutan, laut Overshoot

Fiskal Sehat dan strategis Ruang fiskal, outcome | Rigiditas

Daerah Setara dalam kapasitas | SPM, PAD, ASN Kesenjangan

Digital Produktif dan aman Adopsi, akses, trust Monopoli

Global Tangguh dan bebas Diversifikasi, daya Ketergantungan
aktif saing

Lima Skenario Indonesia 2045

Skenario 1: Pertumbuhan Ekstraktif dan Demokrasi Menyempit
Ekonomi tumbuh melalui komoditas dan proyek besar, tetapi pekerjaan serta institusi tertinggal. Kerusakan
alam dan konsentrasi kekuasaan meningkat.

Skenario 2: Demokrasi Formal dan Stagnasi Produktivitas

Pemilu kompetitif bertahan, tetapi reformasi ekonomi lambat. Pendapatan dan kelas menengah stagnan,
populisme meningkat.
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Skenario 3: Negara Hijau Teknokratis

Emisi dan infrastruktur hijau membeaik, tetapi keputusan sangat terpusat dan partisipasi lemah. Legitimasi
menjadi risiko.

Skenario 4: Fragmentasi Daerah dan Ketimpangan
Daerah inovatif maju, sementara daerah lemah tertinggal. Kesenjangan layanan dan kapasitas membesar.

Skenario 5: Indonesia Produktif, Demokratis, dan Regeneratif
Produktivitas meningkat, pekerjaan berkualitas meluas, institusi kuat, dan modal alam pulih. Indonesia
mencapai pendapatan tinggi dengan legitimasi dan ketahanan.

Peta Jalan 2026-2045

Tahap 1: Fondasi dan Koreksi Arah (2026-2030)

Perkuat rule of law, data, fiskal, pembiayaan politik, pendidikan dasar, kesehatan primer, persaingan,
perlindungan sosial, transisi energi awal, dan perlindungan hutan serta laut.

Tahap 2: Transformasi Produktivitas dan Institusi (2030-2035)

Perluas manufaktur dan jasa bernilai tinggi, riset, digital infrastructure, transportasi massal, pekerjaan hijau,
kapasitas daerah, serta pendanaan politik dan media plural.

Tahap 3: Konsolidasi Ekonomi Rendah Karbon (2035-2040)

Kurangi ketergantungan fosil, tingkatkan elektrifikasi, circular economy, natural capital accounting, dan
kota tahan iklim. Institusi memastikan transisi adil.

Tahap 4: Negara Maju Demokratis (2040-2045)

Konsolidasikan pendapatan tinggi, universal services, inovasi global, demokrasi substantif, dan regenerasi
ekosistem. Fokus pada kualitas hidup dan kontribusi global.

Dua Puluh Lima Indikator Persimpangan Indonesia
1. Pertumbuhan PDB per kapita riil.

. Produktivitas tenaga kerja.
. Pertumbuhan upah median riil.
. Proporsi pekerjaan formal.

. Mobilitas pendapatan antargenerasi.

. Kemiskinan multidimensi.

2
3
4
5
6. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan.
7
8. Akses pendidikan bermutu.

9

. Cakupan kesehatan efektif.
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10. Kualitas demokrasi elektoral.
11. Kebebasan sipil dan media.
12. Independensi peradilan.
13. Persepsi dan pengalaman korupsi.
14. Konsentrasi pembiayaan politik.
15. Kapasitas fiskal daerah.
16. Kualitas layanan minimum daerah.
17. Intensitas emisi PDB.
18. Pangsa energi terbarukan.
19. Deforestasi dan restorasi.
20. Kesehatan ekosistem laut.
21. Kualitas udara dan air.
22. Investasi riset dan inovasi.
23. Kedalaman ekonomi digital.
24. Ruang fiskal dan utang.

25. Kepercayaan publik terhadap institusi.

Agenda Seratus Hari
1. Membentuk dashboard terpadu pertumbuhan-demokrasi-keberlanjutan.

. Memilih lima reformasi lintas kementerian dengan outcome jelas.
. Menerbitkan inventaris subsidi, tax expenditure, dan dampak ekologis.

. Memperkuat audit pembiayaan politik serta beneficial ownership.

2
3
4
5. Memulai spending review untuk program besar.
6. Menetapkan peta pekerjaan hijau dan reskilling daerah.
7. Membuka data hutan, lahan, laut, emisi, dan izin.

8. Membangun pilot natural capital budgeting.

9. Memperkuat forum partisipasi kelompok terdampak.

10. Menetapkan evaluasi tahunan menuju Indonesia 2045.

Implikasi bagi IBM-ASMI
IBM-ASMI dapat mengembangkan mata kuliah Indonesia 2045: Growth, Democracy, and Sustainability
yang mengintegrasikan manajemen strategis, ekonomi politik, ESG, kebijakan publik, dan data.
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Mahasiswa perlu dilatih menilai kebijakan dengan matriks multi-kriteria: ekonomi, sosial, demokrasi,
lingkungan, fiskal, dan implementasi. Pendekatan ini menghindari solusi satu dimensi.

Laboratorium kebijakan dapat menggunakan APBN, data daerah, indikator demokrasi, emisi, dan modal
alam untuk menghasilkan dashboard serta policy brief.

Riset dapat menguji hubungan kualitas institusi, investasi hijau, produktivitas, dan kesejahteraan
menggunakan PLS-SEM, panel data, atau mixed methods.

Program eksekutif dapat membantu pemimpin bisnis memahami bahwa daya saing jangka panjang
bergantung rule of law, social legitimacy, climate resilience, dan human capital.

Kampus dapat menjadi living laboratory melalui tata kelola transparan, efisiensi energi, pengelolaan
sampah, penggunaan Al beretika, dan partisipasi sivitas.

Pengabdian masyarakat dapat fokus pada UMKM hijau, koperasi, tata kelola daerah, dan literasi demokrasi-
ekonomi.

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan pemimpin yang mampu mengintegrasikan profit, people, planet,
dan public accountability.

Glossarium

Backsliding demokrasi: Kemunduran bertahap kualitas demokrasi melalui pelemahan checks, kebebasan,
atau kompetisi.

Capable democracy: Demokrasi dengan negara yang mampu melayani dan tetap accountable.
Carbon lock-in: Ketergantungan struktural pada teknologi dan aset beremisi tinggi.

Demokrasi substantif: Demokrasi yang dinilai melalui kebebasan, responsiveness, rule of law, dan
kesetaraan.

Economic complexity: Kemampuan ekonomi menghasilkan produk yang beragam dan berpengetahuan
tinggi.
Ecological overshoot: Kondisi ketika penggunaan sumber daya melampaui kapasitas regenerasi.

Embedded autonomy: Negara yang terhubung dengan pelaku ekonomi tetapi tetap memiliki tujuan dan
kapasitas independen.

Green transition: Peralihan menuju ekonomi rendah karbon dan efisien sumber daya.

Human capital: Pengetahuan, kesehatan, keterampilan, dan kemampuan manusia.

Inclusive growth: Pertumbuhan yang memperluas kesempatan dan manfaat bagi kelompok luas.
Institutional quality: Mutu aturan, organisasi, penegakan, dan akuntabilitas.

Just transition: Transisi yang melindungi pekerja, wilayah, dan kelompok terdampak.
Middle-income trap: Kondisi ketika negara sulit beralih dari pendapatan menengah ke tinggi.
Modal alam: Stok ekosistem dan sumber daya yang menghasilkan jasa bagi kehidupan dan ekonomi.

Natural capital accounting: Pencatatan aset alam dan perubahan nilainya dalam sistem ekonomi.
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Oligarki: Kekuasaan kelompok kecil yang menguasai sumber daya material besar.

Policy capture: Pengarahan kebijakan secara berulang menuju kepentingan khusus.

Productivity: Kemampuan menghasilkan output dari input.

Regenerative development: Pembangunan yang memulihkan kapasitas sistem sosial dan ekologis.
Rule of law: Prinsip bahwa kekuasaan dan warga tunduk pada hukum yang adil serta umum.
Social mobility: Kemampuan individu atau kelompok berpindah posisi sosial-ekonomi.

State capacity: Kemampuan negara merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Structural transformation: Perubahan ekonomi menuju kegiatan berproduktivitas dan nilai tambah lebih
tinggi.
Sustainable development: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa mengurangi kemampuan

generasi mendatang.

Universal services: Layanan dasar yang tersedia bagi seluruh warga.
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Penutup Reflektif

Indonesia tidak kekurangan ambisi. Tantangannya adalah mengubah ambisi menjadi institusi, kapasitas,
dan hasil yang konsisten. Pertumbuhan tinggi tanpa kualitas dapat rapuh; demokrasi tanpa pelayanan dapat
kehilangan kepercayaan; keberlanjutan tanpa keadilan dapat ditolak.

Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi harus didefinisikan sebagai perluasan kemampuan produktif dan
kesejahteraan. PDB bukan musuh, tetapi bukan satu-satunya kompas.

Demokrasi merupakan mekanisme pembelajaran nasional. Pemilu, kritik, media, parlemen, dan masyarakat
memberi sinyal ketika kebijakan gagal. Melemahkan koreksi mungkin mempercepat keputusan, tetapi
memperbesar risiko kesalahan.

Keberlanjutan adalah syarat material. Hutan, laut, tanah, air, dan iklim bukan sektor terpisah, melainkan
fondasi pangan, kesehatan, energi, dan ekonomi.

Keadilan menghubungkan ketiganya. Warga akan mendukung reformasi jika manfaat dan biaya dibagi
wajar, proses terbuka, dan tersedia jalan bagi mereka yang terdampak.
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Negara perlu kuat dalam kapasitas, bukan dominasi. Birokrasi profesional, fiskal sehat, data, dan regulasi
perlu diperkuat, sementara hukum dan pengawasan menjaga arah.

Dunia usaha memiliki peran besar sebagai sumber investasi, teknologi, dan pekerjaan. Legitimasi bisnis
akan semakin bergantung pada kepatuhan, kontribusi sosial, dan kemampuan beroperasi dalam batas
ekologis.

Daerah adalah tempat pembangunan dirasakan. Ketimpangan kapasitas daerah harus ditangani agar
desentralisasi menjadi instrumen pemerataan, bukan pembeda nasib.

Generasi muda akan hidup dengan konsekuensi keputusan hari ini. Keadilan antargenerasi perlu hadir
dalam anggaran, energi, pendidikan, utang, dan pengelolaan alam.

Indonesia dapat mencapai 2045 sebagai negara maju yang demokratis dan lestari, tetapi tidak melalui
autopilot. Pilihan institusional yang konsisten, keberanian reformasi, dan kemampuan belajar akan
menentukan.

Pada akhirnya, persimpangan bukan titik kebingungan, melainkan kesempatan memilih jalan. Jalan terbaik
adalah pembangunan yang membuat ekonomi lebih produktif, kekuasaan lebih accountable, masyarakat
lebih adil, dan alam lebih mampu beregenerasi.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan. IBM-
ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia. Data dan konteks mutakhir perlu diperiksa
kembali ketika naskah digunakan untuk keputusan operasional, karena kondisi ekonomi, politik, dan
lingkungan dapat berubah.
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Pendalaman Lanjutan: Dua Puluh Arena Strategis Indonesia

1. Pertumbuhan Berkualitas dan Kesejahteraan Nyata

Pertumbuhan berkualitas menuntut hubungan yang jelas antara ekspansi ekonomi dan kehidupan rumah
tangga. Kenaikan PDB dapat terjadi bersama stagnasi pendapatan median bila keuntungan terkonsentrasi
pada sektor padat modal. Karena itu, indikator upah riil, kualitas pekerjaan, jam kerja, keamanan sosial,
dan biaya perumahan perlu dibaca bersama angka pertumbuhan.

Indonesia memerlukan strategi yang memperluas sektor berproduktivitas menengah dan tinggi sekaligus
menyerap tenaga kerja. Industri manufaktur, jasa bisnis, kesehatan, pendidikan, teknologi, ekonomi kreatif,
logistik, dan pariwisata berkualitas dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pekerjaan.

Kebijakan investasi tidak cukup menghitung nilai komitmen. Pemerintah perlu menilai jumlah serta mutu
pekerjaan, transfer teknologi, pemasok lokal, dampak lingkungan, penerimaan fiskal, dan ketahanan rantai
pasok. Investasi yang besar tetapi terisolasi dari ekonomi domestik menghasilkan multiplier terbatas.

Peningkatan produktivitas UMKM membutuhkan manajemen, pembiayaan, teknologi, standard, dan akses
pasar. Formalisasi harus memberi manfaat nyata, bukan hanya kewajiban. Sistem perizinan, pajak, dan
jaminan sosial perlu sederhana serta bertahap.

Pertumbuhan berkualitas juga memiliki dimensi waktu. Infrastruktur dan pendidikan memberi manfaat
lama, sedangkan konsumsi memberi dorongan cepat. Portfolio kebijakan perlu menyeimbangkan
pemulihan jangka pendek dan kapasitas jangka panjang.

2. Kelas Menengah sebagai Pilar Ekonomi dan Demokrasi

Kelas menengah memiliki peran sebagai konsumen, pembayar pajak, tenaga profesional, pengusaha, dan
warga yang menuntut pelayanan. Namun batas kelas menengah rentan terhadap inflasi, kehilangan
pekerjaan, biaya kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Banyak rumah tangga hanya beberapa shock dari
penurunan status.

Kebijakan sosial sering membagi masyarakat menjadi miskin dan tidak miskin, sehingga kelas menengah
rentan kurang terlindungi. Sistem jaminan kesehatan, pengangguran, pensiun, dan perumahan perlu
mencakup risiko sepanjang siklus hidup.

Kelas menengah yang merasa peluang menyempit dapat menjadi skeptis terhadap demokrasi dan reformasi.
Mereka mungkin mendukung kebijakan simbolik atau identitas ketika manfaat ekonomi tidak terasa.
Penciptaan pekerjaan profesional dan mobilitas menjadi agenda demokrasi.

Perumahan berlokasi baik, transportasi publik, dan kualitas sekolah merupakan komponen biaya hidup.
Kebijakan sektoral harus dilihat sebagai paket kelas menengah, bukan proyek terpisah.

Data konsumsi rata-rata tidak cukup. Pemerintah perlu memantau disposable income, debt service, savings,
housing burden, dan perceived mobility untuk memahami tekanan.

3. Reformasi Pendidikan untuk Ekonomi Produktif dan Demokrasi

Pendidikan menghasilkan kemampuan ekonomi sekaligus budaya demokratis. Sekolah yang melatih
membaca, berhitung, berpikir kritis, bekerja sama, dan menghormati perbedaan membangun produktivitas
serta kewargaan.
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Tantangan Indonesia bukan hanya enrollment, tetapi kualitas pembelajaran dan ketimpangan. Anak dari
wilayah, kelas, atau kondisi berbeda menghadapi akses guru, teknologi, bahasa, dan lingkungan belajar
yang tidak sama.

Reformasi guru perlu menggabungkan seleksi, pendidikan, mentoring, penempatan, karier, dan
accountability. Pelatihan singkat tanpa dukungan kelas jarang mengubah praktik. Teknologi dapat
membantu, tetapi tidak mengganti hubungan pedagogis.

Pendidikan vokasi perlu berorientasi pada cluster ekonomi dan employer partnership, sambil menjaga
transferable skills. Pelatihan yang terlalu sempit cepat usang ketika teknologi berubah.

Perguruan tinggi perlu memperkuat riset, integritas, kebebasan akademik, dan hubungan dengan
masyarakat. Kampus merupakan institusi pengetahuan publik, bukan hanya penyedia ijazah.

4. Kesehatan, Produktivitas, dan Ketahanan Sosial

Kesehatan adalah hak dan investasi produktivitas. Penyakit, stunting, kesehatan mental, polusi, dan
kecelakaan kerja mengurangi kemampuan belajar serta bekerja. Sistem kesehatan perlu bergerak dari
kuratif menuju promotif dan preventif.

Universal coverage harus dinilai melalui akses efektif, kualitas, waktu tunggu, perlindungan finansial, dan
outcome. Cakupan administratif tidak menjamin layanan tersedia di wilayah terpencil.

Primary care, tenaga kesehatan, data, obat, dan referral merupakan satu sistem. Investasi rumah sakit tanpa
layanan primer dapat meningkatkan biaya dan ketimpangan.

Krisis iklim meningkatkan penyakit, panas, bencana, dan pangan. Climate-resilient health system
memerlukan surveilans, fasilitas tahan, dan contingency.

Kesehatan publik juga bergantung air, sanitasi, udara, transportasi, dan perumahan. Penganggaran lintas
sektor perlu mengakui co-benefit.

5. Reformasi Fiskal dan Kontrak Sosial

Pajak adalah sumber pembiayaan dan hubungan kewargaan. Sistem yang adil menuntut kontribusi menurut
kemampuan serta pelayanan yang dapat dipercaya. Ketika elite memperoleh pengecualian atau avoidance,
legitimasi menurun.

Indonesia perlu memperkuat basis penerimaan tanpa menekan kelompok produktif secara berlebihan.
Administrasi digital, data, simplification, dan penegakan yang setara lebih penting daripada perubahan tarif
yang sering.

Tax expenditure harus diperlakukan seperti belanja: memiliki tujuan, penerima, biaya, indikator, dan sunset.
Insentif investasi tidak boleh permanen tanpa additionality.

Belanja publik perlu berpindah dari input dan penyerapan menuju outcome. Spending review, procurement,
dan asset management dapat membuka ruang tanpa selalu menaikkan pajak.

Kontrak sosial terbentuk ketika warga melihat hubungan antara kontribusi dan pelayanan. Transparansi

anggaran, citizen budget, dan partisipasi memperkuat.

6. Birokrasi Profesional dan Negara yang Mampu Belajar

Birokrasi adalah mesin implementasi. Reformasi kebijakan gagal ketika struktur, SDM, data, dan insentif
tidak berubah. Merit system, mobility, leadership, dan professional community perlu diperkuat.
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Kapasitas tidak sama dengan jumlah pegawai. la mencakup problem solving, project management,
procurement, digital, regulatory analysis, dan engagement. Kompetensi berbeda menurut pusat serta daerah.

Budaya zero error dapat membuat birokrasi menghindari inovasi. Organisasi publik perlu membedakan
fraud, negligence, dan eksperimen gagal. After-action review membangun learning.

Pergantian politik seharusnya mengubah arah, bukan menghancurkan institutional memory. Data, arsip,
rencana, dan senior civil service memberi continuity.

Negara yang belajar menghubungkan monitoring, evaluasi, audit, complaint, dan anggaran. Temuan tidak
berhenti sebagai laporan, tetapi mengubah keputusan.

7. Pembiayaan Politik dan Kualitas Demokrasi
Biaya politik yang tinggi menciptakan ketergantungan kandidat serta partai pada kekayaan pribadi dan
donor. Ketergantungan tersebut mempersempit talent pool dan meningkatkan risiko transaksi pascapemilu.

Reformasi perlu menggabungkan bantuan publik, iuran anggota, small donor, batas sumbangan, audit real-
time, dan penurunan biaya kampanye. Tidak ada satu instrumen cukup.

Partai harus membangun kader, riset, organisasi lokal, dan pendidikan politik. Partai yang hanya aktif
menjelang pemilu lebih mudah dikuasai elite.

Transparansi donor harus terhubung beneficial ownership dan pengadaan agar hubungan dapat diperiksa.
Namun data pribadi donor kecil perlu dilindungi.

Demokrasi internal partai menentukan apakah kandidat dipilih berdasarkan kemampuan, dukungan
anggota, atau modal. Proses terbuka meningkatkan legitimasi.

8. Kebebasan Sipil dan Ruang Kritik
Kebebasan berekspresi, berserikat, akademik, dan pers merupakan infrastruktur koreksi. Pemerintah yang

efektif membutuhkan informasi buruk sebelum menjadi krisis. Kritik membantu menemukan blind spot.

Batas kebebasan untuk kekerasan, fitnah, dan keamanan harus memiliki dasar hukum, proportionality, due
process, dan review. Aturan yang kabur mendorong self-censorship.

Whistleblower, jurnalis, aktivis, peneliti, dan pegawai yang melaporkan masalah membutuhkan
perlindungan. Retaliation merusak learning institusional.

Ruang digital meningkatkan partisipasi tetapi juga harassment serta disinformasi. Platform, negara, dan
masyarakat perlu menjaga safety tanpa sensor sewenang-wenang.

Kebebasan akademik penting ketika kampus menilai kebijakan. Pendanaan dan jabatan tidak boleh menjadi

alat membatasi kesimpulan.

9. Persaingan Ekonomi dan Demokrasi

Persaingan usaha menjaga inovasi serta mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi. Pasar yang dikuasai
beberapa aktor dapat memengaruhi harga, pekerja, pemasok, data, dan kebijakan.

Competition policy modern perlu menilai harga, entry, inovasi, labor market, data, dan political power.
Sektor digital memerlukan pemahaman network effect.

Industrial policy tidak harus bertentangan dengan persaingan. Insentif dapat diberikan dengan kriteria
kinerja, batas waktu, dan banyak kandidat. National champion tidak boleh kebal.
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Pengadaan pemerintah dapat membuka pasar bagi UMKM dan inovasi melalui lot, standard, dan open
contracting. Namun afirmasi harus transparan.

Koperasi, employee ownership, dan akses pembiayaan memperluas kepemilikan, sehingga demokrasi
ekonomi memiliki basis material.

10. Desentralisasi Asimetris dan Pemerataan
Indonesia terlalu beragam untuk dikelola dengan satu desain seragam. Daerah metropolitan, kepulauan,
perbatasan, Papua, kawasan industri, dan daerah bencana memiliki kebutuhan berbeda.

Desentralisasi asimetris dapat memberi kewenangan, pembiayaan, dan standard yang sesuai, tetapi harus
memiliki tujuan, indikator, dan evaluasi. Asimetri tidak boleh menjadi privilege tanpa hasil.

Equalization fiskal perlu menghitung biaya geografis, kemiskinan, demografi, dan kapasitas. Transfer
berbasis formula mengurangi discretion, sedangkan dukungan teknis meningkatkan kemampuan.

Kerja sama antardaerah penting untuk transportasi, sampah, air, kesehatan, dan lingkungan. Batas
administratif tidak sesuai sistem ekonomi serta ekologi.

Provinsi dapat berperan sebagai coordinator dan shared service. Penguatan provinsi tidak harus mengurangi
otonomi kabupaten/kota.

11. Ketahanan Pangan sebagai Agenda Sistemik
Ketahanan pangan mencakup produksi, akses, kualitas gizi, stabilitas, dan keberlanjutan. Fokus sempit pada
swasembada satu komoditas dapat mengabaikan diet, pendapatan petani, dan lingkungan.

Petani membutuhkan tanah, air, benih, pengetahuan, pasar, pembiayaan, dan perlindungan risiko. Subsidi
input tanpa extension dan market dapat tidak efektif.

Climate-smart dan regenerative agriculture meningkatkan resilience, tetapi transisi memerlukan
pendampingan dan insentif. Petani tidak boleh menanggung seluruh risiko eksperimen.

Logistik, cold chain, storage, dan data dapat mengurangi kehilangan serta volatilitas. Investasi tersebut
sering kurang terlihat daripada proyek produksi besar.

Kebijakan harga perlu menyeimbangkan produsen dan konsumen. Perlindungan sosial serta market

stabilization perlu berbasis data.

12. Ketahanan Energi dan Kedaulatan Teknologi
Ketahanan energi berarti pasokan yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketergantungan impor minyak
serta batu bara domestik menciptakan risiko berbeda. Diversifikasi adalah kunci.

Transisi terbarukan membutuhkan teknologi, mineral, manufaktur, grid, dan pembiayaan. Ketergantungan
baru pada impor panel, baterai, atau cloud perlu dikelola melalui strategi industri.

Efisiensi energi sering memberi hasil termurah tetapi kurang terlihat. Standard bangunan, industri,
kendaraan, dan appliance perlu diperkuat.

Energi terdesentralisasi dapat membantu daerah kepulauan. Model bisnis, maintenance, dan community
ownership menentukan sustainability.

Kedaulatan teknologi tidak berarti memproduksi semua. Indonesia perlu menentukan teknologi strategis,
membangun research partnership, dan menjaga interoperability.
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13. Kehutanan, Hak, dan Ekonomi Lokal
Hutan adalah penyimpan karbon, sumber air, habitat, budaya, dan penghidupan. Kebijakan yang melihat
hutan hanya sebagai lahan cadangan mengabaikan nilai sistem.

Hak tenurial yang jelas mengurangi konflik dan memberi insentif menjaga. Perhutanan sosial perlu
dukungan usaha, pasar, dan kelembagaan, bukan izin saja.

Pembayaran jasa lingkungan dan karbon dapat memberi pendapatan, tetapi measurement, benefit sharing,
dan permanence harus adil. Masyarakat tidak boleh kehilangan kontrol.

Pengawasan perlu menggunakan data satelit serta verifikasi lapangan. Penegakan harus menargetkan
pelaku besar dan kecil secara proporsional.

Diversifikasi ekonomi desa hutan melalui agroforestry, non-timber products, tourism, dan restoration jobs
mengurangi tekanan.

14. Laut, Kepulauan, dan Keadilan Biru

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ekonomi, identitas, dan keamanan yang bergantung laut.
Namun kebijakan masih sering berorientasi daratan. Infrastruktur, layanan, dan data perlu menyesuaikan
geografi laut.

Nelayan kecil menghadapi stok menurun, cuaca ekstrem, harga, keselamatan, dan posisi tawar. Hak akses,
koperasi, cold chain, dan informasi menjadi prioritas.

Kawasan konservasi efektif bila dikelola dan memberi manfaat lokal. Target luas tanpa budget,
enforcement, dan participation dapat menjadi paper park.

Mangrove, lamun, dan terumbu memberi perlindungan pesisir serta karbon. Restorasi harus memperbaiki
hidrologi dan tekanan penyebab, bukan hanya menanam.

Blue finance perlu additionality dan safeguard agar tidak menjadi bluewashing. Benefit sharing serta rights

menjadi ukuran.

15. Kota Inklusif dan Produktif

Kota meningkatkan produktivitas melalui kedekatan, pasar kerja, dan inovasi. Namun kemacetan, polusi,
banjir, perumahan mahal, dan segregasi dapat menghapus manfaat aglomerasi.

Transport-oriented development dan angkutan massal meningkatkan akses kerja serta mengurangi emisi.
Land value capture dapat membiayai, tetapi displacement perlu dicegah.

Perumahan bukan hanya unit, tetapi lokasi, layanan, transportasi, dan keamanan tenure. Pembangunan jauh
dari pekerjaan menciptakan biaya.

Kota tahan iklim memerlukan drainage, ruang hijau, cooling, water, waste, dan early warning. Infrastruktur
abu-abu dan berbasis alam digabung.

Governance metropolitan diperlukan karena perjalanan, udara, air, dan sampah melintasi batas daerah.

16. Ekonomi Digital dan Konsentrasi Platform

Ekonomi digital menurunkan biaya transaksi dan membuka pasar, tetapi network effect dapat menciptakan
platform dominan. UMKM memperoleh akses sekaligus ketergantungan pada fee, ranking, dan data.
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Interoperability, portability, competition, dan fair contract membantu. Digital public infrastructure dapat
menjadi layer netral untuk identitas serta pembayaran.

Al meningkatkan produktivitas, tetapi manfaat bergantung data, skill, process redesign, dan governance.
Penggunaan tanpa organisasi cerdas dapat hanya menambah alat.

Kesenjangan digital mencakup kualitas jaringan, perangkat, skill, bahasa, dan accessibility. Program akses
perlu menilai penggunaan produktif.

Data protection dan cybersecurity merupakan fondasi trust. Insiden besar dapat merusak adopsi serta

demokrasi.

17. Al, Pekerjaan, dan Etika

Al akan mengotomasi task dan mengubah pekerjaan. Dampaknya berbeda menurut sektor, skill, gender,
dan perusahaan. Prediksi kehilangan pekerjaan perlu dilengkapi analisis penciptaan serta redesign.

Reskilling harus terhubung dengan permintaan nyata dan dukungan transisi. Pelatihan tanpa pekerjaan
hanya memindahkan tanggung jawab ke individu.

Keputusan Al dalam rekrutmen, kredit, layanan, dan pemerintah membutuhkan fairness, explainability,
human oversight, dan appeal. Efisiensi tidak menghapus hak.

Kepemilikan data dan model dapat memperbesar konsentrasi. Infrastruktur publik, riset, dan competition
perlu dipertimbangkan.

Pendidikan manajemen perlu membentuk Al-enabled leaders yang mampu menilai tujuan, risiko, manusia,

dan dampak.

18. Perubahan Iklim dan Risiko Makroekonomi

Perubahan iklim memengaruhi pertumbuhan melalui bencana, pertanian, energi, kesehatan, produktivitas
kerja, dan aset. Risiko tidak hanya lingkungan, tetapi fiskal, keuangan, dan sosial.

Physical risk dan transition risk perlu masuk perencanaan, stress test, dan investasi. Infrastruktur yang
dibangun hari ini akan menghadapi iklim berbeda.

Adaptasi memiliki public-good character dan sering kurang dibiayai. Pemerintah perlu prioritas
berdasarkan vulnerability serta cost-effectiveness.

Asuransi dan pembiayaan risiko membantu, tetapi tidak mengganti pencegahan. Kelompok miskin perlu
proteksi berbasis trigger.

Climate disclosure perusahaan dan bank meningkatkan informasi, tetapi data serta standard perlu kredibel.

19. Diplomasi Pembangunan di Dunia Terfragmentasi

Indonesia berada di antara kekuatan besar dan memiliki kepentingan menjaga pasar, investasi, teknologi,
serta keamanan. Bebas aktif perlu diterjemahkan menjadi diversifikasi hubungan ekonomi.

Friend-shoring dan de-risking dapat membawa investasi, tetapi negara bersaing melalui insentif. Indonesia
perlu menonjolkan ukuran pasar, stabilitas, rule of law, tenaga kerja, dan energi bersih.

ASEAN memberi bargaining kolektif dalam perdagangan, digital, energi, dan iklim. Integrasi regional
mengurangi kerentanan satu mitra.
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Standar lingkungan dan HAM global akan semakin memengaruhi akses pasar. Kepatuhan dapat menjadi
keunggulan, bukan sekadar beban.

Diplomasi pembangunan harus menghubungkan luar negeri dengan upgrading domestik, bukan hanya
proyek dan pembiayaan.

20. Kepemimpinan, Etika, dan Horizon 2045

Pemimpin menghadapi tekanan menunjukkan hasil cepat, sedangkan transformasi membutuhkan waktu.
Institutionalizing long-term goals melalui undang-undang, rencana, data, dan public reporting membantu.

Etika kepemimpinan menuntut kejujuran mengenai trade-off, konflik kepentingan, dan ketidakpastian. Janji
semua manfaat tanpa biaya merusak trust.

Kepemimpinan kolektif lebih penting daripada figur tunggal. Kabinet, birokrasi, daerah, bisnis, kampus,
dan masyarakat perlu common direction.

Suksesi harus menjaga continuity tanpa menutup koreksi. Program baik dipertahankan berdasarkan bukti,
bukan loyalitas.

Legacy 2045 bukan hanya infrastruktur dan angka, tetapi institusi, manusia, dan alam yang memungkinkan
generasi berikutnya memilih.

Dua Belas Prinsip Indonesia 2045

1. Pertumbuhan Harus Produktif

Ekspansi ekonomi harus meningkatkan produktivitas, upah riil, pekerjaan, dan kapasitas, bukan hanya
volume aktivitas. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku
kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

2. Demokrasi Harus Substantif

Pemilu dilengkapi kebebasan, rule of law, checks, partisipasi, dan responsiveness. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti
sebagai pernyataan normatif.

3. Alam adalah Modal, Bukan Sisa

Hutan, laut, air, tanah, dan biodiversitas masuk perencanaan serta akuntabilitas. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti
sebagai pernyataan normatif.

4. Negara Harus Mampu dan Dibatasi

Kapasitas birokrasi diperkuat, tetapi kekuasaan tunduk hukum dan pengawasan. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti
sebagai pernyataan normatif.
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5. Keadilan adalah Syarat Reformasi

Biaya serta manfaat transisi dibagi wajar dan kelompok terdampak mendapat dukungan. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti
sebagai pernyataan normatif.

6. Daerah Membutuhkan Dukungan Berbeda

Equalization dan asimetri disesuaikan geografi serta kapasitas. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

7. Pasar Harus Kompetitif

Inovasi, entry, dan ownership plural mencegah konsentrasi kekuasaan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke
dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan
normatif.

8. Teknologi Harus Bertanggung Jawab

Digitalisasi dan Al melayani manusia, hak, produktivitas, dan trust. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke
dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan
normatif.

9. Anggaran Harus Berbasis Hasil

Program dinilai melalui outcome, distribusi, dan sustainability. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

10. Kebijakan Harus Dapat Belajar

Evaluasi, feedback, dan koreksi menjadi rutinitas, bukan ancaman. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

11. Indonesia Harus Bebas Aktif dan Tangguh

Diversifikasi hubungan global mempertahankan ruang kebijakan. Prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam
indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

12. Generasi Mendatang Memiliki Hak

Utang, emisi, aset, pendidikan, dan modal alam dinilai dalam horizon panjang. Prinsip ini perlu
diterjemahkan ke dalam indikator, institusi, anggaran, dan perilaku kepemimpinan agar tidak berhenti
sebagai pernyataan normatif.

Rancangan Indonesia Integrated Progress Report

Laporan kemajuan terpadu dapat diterbitkan setiap tahun untuk melengkapi laporan ekonomi konvensional.
Ia memuat pertumbuhan dan produktivitas, kesejahteraan serta distribusi, demokrasi dan institusi, modal
alam dan iklim, serta kapasitas daerah.

Setiap indikator memiliki baseline, target jangka menengah, tren, ketimpangan wilayah, dan penanggung
jawab. Laporan menjelaskan trade-off dan kebijakan koreksi, bukan sekadar warna hijau atau merah.
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Data berasal dari BPS, kementerian, lembaga independen, pemerintah daerah, satelit, survei, dan
masyarakat. Quality assurance serta metodologi terbuka penting.

Panel independen akademisi, masyarakat, bisnis, dan daerah memberi review, sementara pemerintah
memiliki hak respons. Laporan dibahas di parlemen dan forum publik.

Indikator tidak perlu terlalu banyak; dashboard utama disertai annex. Perubahan definisi harus transparan
agar tren dapat dibandingkan.

Laporan dapat menjadi dasar spending review dan prioritas RKP. Program yang tidak memperbaiki poros
perlu redesign atau dihentikan.

IBM-ASMI dan perguruan tinggi lain dapat melakukan shadow report serta studi daerah, memperkuat
ekosistem accountability.

Penegasan Akhir

Indonesia berada pada persimpangan karena keberhasilan masa lalu menciptakan tantangan baru.
Pertumbuhan telah mengurangi kemiskinan dan memperluas ekonomi, tetapi kebutuhan akan pekerjaan
berkualitas, institusi kuat, dan perlindungan alam semakin mendesak.

Tidak ada jalan tanpa trade-off. Kebijakan yang baik bukan yang menjanjikan tanpa biaya, melainkan yang
mengungkap biaya, memilih berdasarkan nilai dan bukti, serta memberi dukungan kepada pihak terdampak.

Pertumbuhan, demokrasi, dan keberlanjutan memiliki hubungan saling memperkuat. Ekonomi produktif
membiayai layanan, demokrasi memperbaiki accountability, dan alam sehat mengurangi risiko. Integrasi
menciptakan resilience.

Sebaliknya, ketiganya juga dapat membentuk spiral negatif. Ekstraksi memperbesar rente, rente
melemahkan institusi, institusi lemah membiarkan kerusakan, dan kerusakan memperdalam ketimpangan.
Reformasi harus memutus lingkaran.

Indonesia perlu menghindari simplifikasi bahwa pertumbuhan harus dikorbankan demi lingkungan atau
demokrasi menghambat pembangunan. Desain institusi menentukan apakah tujuan dapat dicapai bersama.

Kepemimpinan hingga 2045 perlu menempatkan produktivitas, kebebasan, keadilan, dan regenerasi dalam
satu narasi nasional. Narasi tersebut harus terbuka terhadap kritik dan terukur.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab melalui partisipasi, pajak, konsumsi, organisasi, dan
pengawasan. Negara bukan aktor tunggal, tetapi memiliki kewajiban memastikan arena adil.

Dunia usaha perlu melihat kualitas demokrasi dan lingkungan sebagai bagian risiko serta daya saing.
Investasi jangka panjang membutuhkan trust, rule of law, human capital, dan resilience.

Perguruan tinggi perlu menghasilkan pengetahuan yang independen dan pemimpin yang mampu berpikir
lintas disiplin. Persoalan Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam silo.

Pada akhirnya, Indonesia maju bukan hanya Indonesia yang lebih kaya. la adalah Indonesia yang memberi
lebih banyak warga kemampuan hidup bermartabat, mempertahankan kebebasan dan hukum, serta
mewariskan bumi yang tetap produktif dan indah.
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Lampiran Kebijakan: Sepuluh Transformasi Penentu 2045

Transformasi 1: Dari Ekonomi Berbiaya Murah menuju Ekonomi Berproduktivitas
Tinggi

Indonesia tidak dapat mengandalkan upah murah, sumber daya alam, dan pasar domestik besar sebagai
sumber keunggulan tanpa batas. Ketika pendapatan naik, perusahaan akan memilih lokasi berdasarkan
produktivitas, kualitas tenaga kerja, logistik, energi, kepastian hukum, dan kemampuan inovasi.
Transformasi produktivitas karena itu harus menjadi agenda lintas kementerian, bukan program sektoral.

Produktivitas perusahaan dipengaruhi teknologi, manajemen, skala, akses pembiayaan, serta hubungan
dengan pemasok dan pasar. Banyak UMKM tertahan pada skala mikro karena tidak memiliki sistem,
standard, atau permintaan yang stabil. Kebijakan perlu membantu graduation, bukan hanya menjaga jumlah
usaha.

Produktivitas publik sama pentingnya. Waktu perizinan, kualitas jalan, kepastian kontrak, dan pelayanan
pemerintah menjadi input semua perusahaan. Reformasi birokrasi menghasilkan efek ekonomi luas yang
sering tidak terlihat sebagai proyek.

Investasi riset dan pengembangan perlu dihubungkan dengan kebutuhan industri, tetapi kebebasan
penelitian dasar tetap. Innovation ecosystem membutuhkan universitas, startup, perusahaan, laboratorium,
procurement, dan intellectual property yang seimbang.

Transformasi produktivitas yang berhasil meningkatkan upah tanpa kehilangan daya saing. Hubungan
tersebut menjadi tanda bahwa pertumbuhan mengubah kemampuan, bukan hanya menggunakan lebih
banyak input.

Transformasi 2: Dari Politik Transaksi menuju Politik Program

Politik programatik mengorganisasi dukungan berdasarkan visi, kebijakan, dan kinerja, bukan pertukaran
manfaat individual. Perubahan ini memerlukan partai yang memiliki anggota, ide, riset, dan hubungan
berkelanjutan dengan warga.

Bantuan sosial dan program pemerintah harus menjadi hak berbasis aturan, bukan hadiah figur. Branding,
data penerima, dan distribusi perlu dipisahkan dari kampanye. Ketika warga melihat program sebagai hak,
patronase melemah.

Pemilih membutuhkan informasi yang dapat dibandingkan: manifesto, costing, rekam jejak, voting, dan
sumber dana. Media serta kampus dapat membuat policy comparison tanpa menjadi partisan.

Kandidat yang menawarkan program tetap menghadapi biaya komunikasi. Akses media publik, debat, dan
pendanaan kecil membantu. Reformasi politik programatik harus menurunkan keuntungan kandidat yang
hanya memiliki modal serta nama.

Politik program tidak menghapus identitas atau hubungan lokal. Ia menghubungkan aspirasi dengan
kebijakan yang dapat diperiksa. Perubahan budaya membutuhkan beberapa siklus pemilu.

Transformasi 3: Dari Ekstraksi Modal Alam menuju Regenerasi

Model ekstraktif memperlakukan alam sebagai stok yang dapat diambil, sedangkan model regeneratif
melihat ekosistem sebagai sistem yang harus mempertahankan fungsi. Perbedaan ini mengubah indikator,
izin, investasi, dan tanggung jawab.
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Regenerasi tidak selalu berarti menghentikan pemanfaatan. Hutan, laut, pertanian, dan tambang dapat
digunakan dengan batas, pemulihan, dan benefit sharing. Namun beberapa ekosistem kritis memerlukan
perlindungan penuh karena tidak dapat diganti.

Perusahaan perlu menghitung dependency dan impact pada alam. Risk management yang hanya melihat
emisi belum cukup. Air, biodiversitas, tanah, dan jasa ekosistem masuk keputusan.

Pembiayaan restorasi dapat berasal dari anggaran, polluter pays, carbon, philanthropy, dan blended finance.
Governance penting agar kredit tidak menggantikan pengurangan kerusakan utama.

Keberhasilan regenerasi diukur melalui fungsi ekosistem, spesies, air, mata pencaharian, serta resilience,
bukan jumlah bibit atau luas administratif saja.

Transformasi 4: Dari Sentralisasi Keputusan menuju Koordinasi Multi-Level

Indonesia membutuhkan arah nasional, tetapi implementasi terjadi di daerah. Sentralisasi berlebihan
mengabaikan konteks; desentralisasi tanpa koordinasi menghasilkan ketimpangan dan fragmentasi. Multi-
level governance menggabungkan keduanya.

Pusat menetapkan standard, redistribusi, data, serta kebijakan makro. Daerah menyesuaikan layanan dan
inovasi. Provinsi serta forum antardaerah mengelola masalah lintas batas.

Kewenangan harus diikuti uang, orang, data, dan accountability. Unfunded mandate membuat daerah gagal
dan pusat menyalahkan. Assignment review perlu dilakukan periodik.

Kapasitas daerah tidak dapat dibangun hanya melalui pelatihan. Talent pool, shared services, digital
platform, peer learning, dan career mobility lebih sistemik.

Koordinasi yang baik memiliki escalation dan dispute mechanism. Rapat tanpa keputusan tidak cukup.
Shared outcome serta dashboard membantu.

Transformasi 5: Dari Bantuan Terfragmentasi menuju Perlindungan Sosial Adaptif

Program sosial sering berkembang menurut kementerian, kelompok, dan krisis sehingga tumpang tindih.
Rumah tangga menghadapi risiko sepanjang hidup, bukan kategori administratif. Sistem perlu terintegrasi
dan portable.

Perlindungan adaptif dapat memperluas bantuan ketika bencana, PHK, inflasi, atau pandemi melalui
trigger. Data harus aktual dan memiliki appeal. Algoritma tidak boleh menentukan hak tanpa proses.

Universal floor seperti kesehatan dan pendidikan mengurangi stigma serta exclusion. Bantuan tertarget
melengkapi untuk kebutuhan lebih besar. Progressive universalism menggabungkan keduanya.

Sistem juga perlu mendukung kelas menengah rentan, pekerja informal, caregiver, lansia, dan disabilitas.
Desain benefit harus menghindari cliff yang menghukum kenaikan pendapatan kecil.

Perlindungan sosial bukan sekadar biaya; ia memungkinkan warga mengambil risiko produktif, berpindah
kerja, serta mendukung reformasi.

Transformasi 6: Dari Infrastruktur Fisik menuju Infrastruktur Kehidupan

Jalan, pelabuhan, listrik, dan internet penting, tetapi kualitas hidup juga bergantung sekolah, kesehatan, air,
perumahan, ruang publik, dan ekosistem. Infrastruktur kehidupan menggabungkan aset fisik, sosial, dan
alam.
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Project appraisal perlu menilai akses, distribusi, biaya operasi, iklim, dan dampak tanah. Proyek yang
selesai tetapi tidak berfungsi adalah kegagalan manajemen, bukan hanya pemeliharaan.

Nature-based infrastructure seperti mangrove, hutan kota, dan DAS dapat memberi perlindungan dengan
co-benefit. la perlu standard engineering serta governance, bukan romantisasi.

Infrastruktur sosial seperti childcare dan eldercare meningkatkan partisipasi kerja, terutama perempuan.
Manfaat ekonomi sering tidak masuk appraisal tradisional.

Asset management menjaga nilai yang telah dibangun. Pemeliharaan perlu dilindungi dari preferensi politik
terhadap proyek baru.

Transformasi 7: Dari Digitalisasi Administrasi menuju Negara Digital yang Dipercaya
Memindahkan formulir ke aplikasi bukan transformasi jika proses tetap rumit. Negara digital harus
menyederhanakan layanan, menghubungkan data, dan memberi warga kontrol serta remedy.

Digital identity, payment, data exchange, dan cloud dapat menjadi infrastruktur bersama. Namun
concentration, cybersecurity, dan vendor lock-in perlu dikelola. Standard terbuka serta audit rights penting.

Privacy merupakan syarat trust. Pengumpulan data harus memiliki tujuan, minimization, retention, dan
access control. Kebocoran bukan hanya masalah teknis, tetapi pelanggaran hubungan warga-negara.

Al dapat membantu targeting, fraud, dan layanan, tetapi keputusan berdampak tinggi memerlukan
explanation dan appeal. Human oversight harus memiliki authority.

Layanan digital harus tetap menyediakan kanal bagi warga dengan keterbatasan. Digital by default tidak
boleh menjadi digital only.

Transformasi 8: Dari Ekonomi Politik Fosil menuju Koalisi Transisi

Transisi energi tidak akan berhasil hanya dengan target teknis karena aset, pekerjaan, pendapatan daerah,
dan kepentingan terikat pada fosil. Koalisi baru perlu memberi manfaat nyata kepada pekerja, daerah,
konsumen, dan industri.

Pendapatan batu bara dapat digunakan untuk dana transisi, pendidikan, dan diversifikasi. Daerah
memerlukan rencana sebelum penurunan, bukan setelah tambang tutup.

Industri terbarukan domestik dapat menciptakan pekerjaan, tetapi kebijakan kandungan lokal perlu sesuai
kapasitas dan biaya. Learning serta ekspor menjadi tujuan, bukan proteksi permanen.

Konsumen membutuhkan energi andal dan terjangkau. Reformasi subsidi serta tarif harus disertai efisiensi,
transportasi, dan bantuan.

Koalisi transisi akan kuat bila transparan mengenai biaya, jadwal, dan manfaat. Green narrative tanpa

keadilan mudah kehilangan dukungan.

Transformasi 9: Dari Pengukuran PDB menuju Kekayaan dan Kesejahteraan
PDB tetap penting untuk memahami aktivitas, tetapi keputusan jangka panjang memerlukan neraca
kekayaan. Produced capital, human capital, natural capital, dan institutional capital perlu dipantau.

Indikator kesejahteraan mencakup pendapatan median, kesehatan, pendidikan, keamanan, waktu,
lingkungan, dan trust. Dashboard tidak mengganti PDB, melainkan melengkapi.
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Penganggaran dapat menggunakan wellbeing framework untuk menilai program lintas sektor. Namun
indikator harus terbatas, dapat diukur, dan memiliki konsekuensi.

Natural capital accounting membantu mengungkap depresiasi. Data tidak boleh digunakan untuk
membenarkan substitusi tak terbatas antara uang dan ekosistem.

Komunikasi publik perlu menjelaskan mengapa pertumbuhan dan kualitas hidup dapat berbeda. Literasi
statistik memperkuat demokrasi kebijakan.

Transformasi 10: Dari Visi 2045 menuju Sistem Eksekusi 2045

Visi jangka panjang sering gagal karena tidak terhubung keputusan tahunan. Sistem eksekusi membutuhkan
target antara, anggaran, owner, risk, dan review. Setiap prioritas perlu theory of change.

Cabinet dan kementerian mengelola portfolio, bukan daftar program. Bila prioritas baru masuk, sumber dan
program yang keluar harus jelas. Over-prioritization mengencerkan fokus.

Independent monitoring serta parliamentary oversight menjaga continuity dan koreksi. Data perlu terbuka
agar masyarakat dapat menilai.

Rencana harus adaptif terhadap shock. Scenario, contingency, dan trigger memungkinkan perubahan tanpa
kehilangan arah. Fleksibilitas bukan inkonsistensi bila alasan dijelaskan.

Kesuksesan 2045 ditentukan kemampuan Indonesia membangun institusi yang terus belajar melampaui
pemerintahan, bukan hanya menyelesaikan proyek satu periode.

Matriks Pengujian Kebijakan Nasional

Setiap kebijakan besar perlu diuji melalui tujuh pertanyaan. Pertama, apakah meningkatkan produktivitas
dan kapasitas? Kedua, siapa menerima manfaat dan menanggung biaya? Ketiga, apakah prosesnya terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan? Keempat, bagaimana dampak pada modal alam dan iklim? Kelima,
apakah fiskal dan institusi mampu melaksanakan? Keenam, bagaimana risiko serta alternatif? Ketujuh,
bagaimana kebijakan dapat dikoreksi?

Uji produktivitas mencegah program hanya memindahkan sumber tanpa membangun kemampuan. Uji
distribusi mencegah rata-rata menutupi kelompok terdampak. Uji demokrasi mencegah keputusan
teknokratis atau transaksional. Uji ekologi menjaga batas. Uji kapasitas mencegah overpromise.

Matriks dapat digunakan dalam cabinet memo, regulatory impact assessment, APBN, dan evaluasi proyek
strategis. Format satu halaman memaksa kejelasan, sedangkan annex menyediakan analisis.

Tidak semua kebijakan harus unggul pada semua dimensi. Trade-off dapat diterima jika transparan,
proporsional, dan disertai mitigasi. Kualitas keputusan terletak pada penalaran serta learning.

Penggunaan matriks secara konsisten membangun bahasa bersama antarkementerian, daerah, parlemen,
bisnis, dan masyarakat. Integrasi dimulai dari cara bertanya.

Kesimpulan Penutup

Indonesia di persimpangan bukanlah gambaran pesimistis, melainkan pengakuan bahwa pilihan yang
tersedia semakin menentukan. Bonus demografi, sumber daya, ukuran pasar, posisi geopolitik, dan
teknologi memberi peluang besar, tetapi peluang dapat hilang bila institusi dan ekologi rapuh.
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Pertumbuhan harus menjadi sarana memperluas kemampuan manusia. Demokrasi harus menjadi
mekanisme mengarahkan serta mengoreksi kekuasaan. Keberlanjutan harus menjadi batas dan sumber
inovasi. Ketiga fungsi tersebut tidak dapat digantikan satu sama lain.

Agenda Indonesia bukan memilih antara negara atau pasar, pusat atau daerah, pertumbuhan atau
lingkungan, teknologi atau manusia. Agenda sebenarnya adalah mendesain hubungan yang produktif, adil,
dan accountable.

Reformasi yang sulit memerlukan koalisi dan urutan. Pemerintah perlu menghasilkan quick wins tanpa
kehilangan fondasi jangka panjang. Warga perlu melihat manfaat agar mendukung perubahan.

Setiap generasi menerima warisan institusi, utang, pengetahuan, dan alam. Generasi sekarang memiliki
tanggung jawab memperbesar pilihan generasi berikutnya, bukan mempersempit.

Indonesia dapat menjadi contoh bahwa negara besar, majemuk, demokratis, dan kaya alam mampu
mencapai pendapatan tinggi tanpa mengorbankan kebebasan serta ekosistem. Keberhasilan tersebut akan
memiliki arti global.

Jalan itu tidak otomatis. la membutuhkan data yang jujur, hukum yang adil, birokrasi yang mampu, bisnis
yang bertanggung jawab, kampus yang independen, media yang bebas, dan masyarakat yang terorganisasi.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan seberapa cepat Indonesia tumbuh pada satu tahun, tetapi jenis
masyarakat dan negara apa yang terbentuk dari pertumbuhan tersebut. Jawaban terbaik adalah Indonesia
yang lebih mampu, lebih bebas, lebih adil, dan lebih lestari.
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Suplemen: Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pembangunan

1. Manajemen Portofolio Prioritas Nasional

Pemerintah sering memiliki terlalu banyak prioritas sehingga sumber daya dan perhatian tersebar.
Manajemen portofolio meminta setiap program dinilai berdasarkan strategic value, readiness, risiko,
kebutuhan fiskal, dan keterkaitan. Program tidak hanya bersaing mendapat anggaran, tetapi juga kapasitas
kepemimpinan dan birokrasi.

Portfolio balance diperlukan antara program jangka pendek dan jangka panjang, antara pusat dan daerah,
serta antara infrastruktur, manusia, dan alam. Ketidakseimbangan menciptakan bottleneck. Pembangunan
pelabuhan tanpa industri dan skill, misalnya, menghasilkan pemanfaatan rendah.

Setiap prioritas memiliki stage-gate: diagnosis, desain, pilot, scale, institutionalization, dan review.
Program yang tidak siap tidak perlu langsung berskala nasional. Urgensi dapat dipenuhi dengan fase yang
terukur.

Benefits realization perlu diverifikasi independen. Klaim pekerjaan, investasi, pengurangan emisi, atau
pengentasan kemiskinan harus memiliki baseline dan counterfactual. Narasi tidak mengganti evaluasi.

Cabinet review sebaiknya membahas portfolio dan trade-off. Jika agenda baru masuk, keputusan harus
menunjukkan program yang dikurangi, ditunda, atau didesain ulang.

2. Kepemimpinan Adaptif dalam Ketidakpastian

Persimpangan Indonesia ditandai ketidakpastian teknologi, iklim, geopolitik, dan sosial. Kepemimpinan
adaptif tidak hanya memberi jawaban, tetapi memobilisasi organisasi untuk belajar dan mengubah
kebiasaan.

Masalah teknis memiliki solusi yang relatif diketahui, sedangkan masalah adaptif menyentuh nilai,
kepentingan, dan identitas. Transisi batu bara, reformasi subsidi, atau pembiayaan politik tidak dapat
diselesaikan oleh model teknis saja.

Pemimpin perlu membedakan ketidakpastian dari ketidaktahuan yang disengaja. Data dan eksperimen
mengurangi sebagian, tetapi keputusan nilai tetap. Kejujuran mengenai batas membangun trust.

Dissent yang terstruktur meningkatkan keputusan. Red team, pre-mortem, konsultasi, dan independent
review memberi ruang kritik tanpa melumpuhkan.

Adaptive leadership menjaga arah tetapi mengubah instrumen. Konsistensi tujuan tidak berarti
mempertahankan program yang gagal.

3. Kolaborasi Pemerintah, Bisnis, Kampus, dan Masyarakat

Transformasi besar membutuhkan kemampuan yang tersebar. Pemerintah memiliki mandat dan fiskal,
bisnis memiliki investasi serta teknologi, kampus memiliki pengetahuan, dan masyarakat memiliki
pengalaman serta legitimasi.

Kolaborasi dapat menjadi produktif atau menjadi capture. Governance harus menetapkan tujuan publik,
conflict disclosure, pembagian risiko, data, dan accountability. Hubungan personal tidak cukup.

Public-private partnership bukan hanya kontrak infrastruktur. Ia dapat mencakup skill, riset, kesehatan, dan
lingkungan, tetapi public value harus jelas. Risiko tidak boleh selalu dipindahkan ke negara.
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Kampus perlu menjaga independensi saat bermitra. Sumber dana dan hak publikasi penting. Pengetahuan
kritis merupakan kontribusi, bukan hambatan.

Masyarakat tidak hanya penerima atau objek konsultasi. Co-design dan community monitoring memberi
informasi lokal serta ownership.

4. Etika Data dan Pengukuran Pembangunan

Data memberi kekuasaan menentukan siapa terlihat, kategori apa digunakan, dan keberhasilan bagaimana
dinilai. Data yang tidak mencakup pekerja informal, daerah terpencil, perempuan, atau ekosistem
menghasilkan kebijakan bias.

Interoperability dapat meningkatkan layanan, tetapi penggunaan data harus memiliki purpose,
minimization, security, dan accountability. Warga perlu mengetahui serta dapat memperbaiki kesalahan.

Indikator dapat mengubah perilaku. Ketika penyerapan menjadi target utama, kualitas diabaikan. Ketika
luas restorasi menjadi target, bibit ditanam tanpa survival. Metric design perlu guardrail.

Dashboard publik harus mudah dipahami dan tetap memberi metodologi. Visual sederhana tanpa konteks
dapat menyesatkan. Data literacy menjadi tanggung jawab bersama.

Independent statistics dan audit melindungi kepercayaan. Tekanan politik pada angka akan merusak
pengambilan keputusan lebih luas.

5. Membangun Budaya Institusional Jangka Panjang

Banyak reformasi gagal bukan karena desain awal, tetapi karena tidak menjadi rutinitas. Budaya
institusional dibangun melalui recruitment, promotion, meeting, budget, reward, dan response terhadap
kesalahan.

Integritas tidak cukup melalui slogan. Conflict disclosure, segregation of duties, whistleblower protection,
dan consistent enforcement menciptakan norma. Pimpinan memberi contoh.

Budaya belajar memerlukan waktu untuk refleksi dan berbagi pengetahuan. Organisasi yang selalu
mengejar deadline tidak mengolah pengalaman. After-action review perlu menjadi bagian kerja.

Budaya kolaborasi tidak berarti menghapus accountability. Shared outcome harus memiliki lead dan
kontribusi. Tanggung jawab kabur menghasilkan koordinasi semu.

Institutional memory dijaga melalui data, dokumentasi, communities, dan succession. Ketergantungan pada

figur membuat reformasi mudah berbalik.

6. Peran Generasi Muda dalam Persimpangan Indonesia

Generasi muda menghadapi pasar kerja, Al, biaya hidup, iklim, dan demokrasi yang berbeda dari generasi
sebelumnya. Mereka bukan hanya bonus demografi, tetapi warga dengan aspirasi dan hak.

Pendidikan serta pekerjaan menentukan apakah bonus menjadi produktivitas atau frustrasi. Internship,
apprenticeship, entrepreneurship, dan social innovation perlu akses luas, bukan hanya jaringan elite.

Partisipasi muda sering digital dan berbasis isu. Partai serta lembaga perlu membuka kanal yang bermakna,
termasuk youth council, fellowship, dan participatory budgeting.

Climate anxiety dan kepedulian lingkungan dapat menjadi energi transformasi jika ada jalan tindakan.
Green jobs dan community restoration memberi hubungan antara nilai serta kerja.
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Generasi muda juga rentan disinformasi dan precarious work. Literasi, perlindungan, dan organisasi
menjadi penting. Mereka harus ikut menentukan 2045 karena akan hidup dengan hasilnya.

7. Dimensi Budaya dan Nilai Pancasila

Pembangunan tidak berlangsung dalam ruang nilai kosong. Pancasila menawarkan kerangka yang
menghubungkan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Tantangannya adalah
menerjemahkan ke kebijakan serta perilaku.

Musyawarah bukan penundaan tanpa akhir, tetapi proses mendengar, menimbang, dan memutuskan dengan
tanggung jawab. Teknokrasi dan partisipasi dapat dipertemukan.

Gotong royong dapat mendukung koperasi, perlindungan sosial, restorasi, dan respons bencana. Namun
nilai tidak boleh digunakan menutupi ketimpangan atau menggantikan kewajiban negara.

Keadilan sosial meminta manfaat pertumbuhan meluas dan biaya lingkungan tidak dibebankan pada
kelompok lemah. Ia memberi dasar normatif bagi just transition.

Persatuan yang sehat mengakui keragaman wilayah, budaya, dan pendapat. Kritik serta perbedaan dapat

memperkuat, bukan mengancam, jika institusi adil.

8. Menilai Keberhasilan Indonesia 2045

Keberhasilan 2045 perlu dinilai dari kemampuan warga hidup sehat, berpendidikan, produktif, aman, dan
bebas. Pendapatan tinggi penting, tetapi tidak cukup bila ketimpangan, polusi, atau ketidakpercayaan tinggi.

Negara maju memiliki institusi yang dapat menghadapi shock tanpa merusak hak dan kesejahteraan.
Resilience menjadi ukuran bersama kapasitas fiskal, sosial, dan ekologis.

Keberhasilan demokrasi terlihat ketika pergantian kekuasaan damai, kritik aman, hukum setara, dan
kebijakan responsif. Pemilu yang rutin perlu disertai kualitas.

Keberhasilan keberlanjutan terlihat pada penurunan emisi absolut sesuai kapasitas, pemulihan ekosistem,
udara dan air, serta kota yang layak. Target administratif tidak cukup.

Indonesia 2045 juga harus memberi kontribusi regional dan global melalui perdamaian, ekonomi,
biodiversitas, dan teknologi. Kemajuan nasional dan tanggung jawab global saling terkait.

Catatan Akhir untuk Pembaca

Artikel ini mengajukan kerangka integratif, bukan resep tunggal. Indonesia memiliki keragaman masalah
dan kapasitas sehingga kebijakan perlu diuji serta disesuaikan.

Analisis pertumbuhan, demokrasi, dan keberlanjutan harus menghindari romantisasi maupun sinisme.
Kemajuan nyata telah terjadi, tetapi risiko institusional dan ekologis juga nyata.

Data mutakhir dapat berubah, sehingga pembaca perlu merujuk publikasi resmi terbaru ketika
menggunakan angka. Prinsip serta kerangka memiliki horizon lebih panjang.

Perdebatan publik sebaiknya berfokus pada mekanisme, bukti, dan trade-off, bukan label. Kebijakan yang
disebut pro-rakyat atau hijau tetap perlu dievaluasi.

Keputusan terbaik mungkin tidak memaksimalkan satu indikator. Ia mencari keseimbangan yang dapat
dipertanggungjawabkan, menjaga opsi, dan memiliki mekanisme koreksi.

Halaman 54



Indonesia di Persimpangan: Pertumbuhan, Demokrasi, dan Keberlanjutan
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Indonesia memiliki kemampuan untuk memilih jalan integratif bila kepemimpinan, institusi, dan
masyarakat bekerja dalam arah yang sama. Persimpangan adalah momen membangun konsensus baru
tentang kualitas kemajuan.

Lampiran Terakhir: Delapan Ujian Strategis Indonesia 2045

Ujian 1: Apakah Pertumbuhan Mengubah Struktur Ekonomi?

Pertumbuhan yang berasal dari perluasan konsumsi, komoditas, atau proyek padat modal dapat memberi
dorongan penting, tetapi belum tentu mengubah struktur ekonomi. Transformasi terjadi ketika tenaga kerja
berpindah menuju kegiatan berproduktivitas lebih tinggi, perusahaan belajar teknologi baru, jaringan
pemasok berkembang, dan ekspor menjadi lebih kompleks.

Ukuran transformasi perlu mencakup produktivitas sektoral, share pekerjaan formal, keterkaitan input
domestik, ekspor jasa, riset, serta jumlah perusahaan yang naik kelas. Nilai investasi tanpa indikator
tersebut dapat memberi gambaran berlebihan.

Kebijakan industri perlu memilih masalah yang jelas, seperti koordinasi, teknologi, pembiayaan, atau
infrastruktur. Insentif diberikan secara transparan dan bersyarat. Pemerintah harus mampu menarik
dukungan ketika kinerja tidak tercapai.

Transformasi juga membutuhkan demand. Pengadaan pemerintah, standard, ekspor, dan pasar regional
dapat menciptakan skala. Namun perlindungan yang terlalu lama menurunkan disiplin dan membebani
konsumen.

Ujian akhirnya adalah apakah Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak nilai dengan sumber daya yang
sama, membayar pekerja lebih baik, serta bertahan ketika harga komoditas dan kondisi global berubah.

Ujian 2: Apakah Demokrasi Mampu Mengoreksi Kekuasaan?

Demokrasi yang sehat bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan dan
memperbaiki kesalahan. Pemilu memberi koreksi periodik, sedangkan pers, parlemen, pengadilan, audit,
akademia, dan masyarakat memberi koreksi sehari-hari.

Kemampuan koreksi melemah ketika kritik dibatasi, data ditutup, lawan diperlakukan tidak setara, atau
institusi pengawas tergantung pada pihak yang diawasi. Stabilitas jangka pendek dapat diperoleh, tetapi
risiko kesalahan sistemik meningkat.

Koreksi membutuhkan informasi dan remedy. Warga harus mengetahui keputusan, alasan, dana, dan hasil,
lalu memiliki kanal keberatan, banding, atau perubahan. Transparansi tanpa konsekuensi hanya bersifat
simbolik.

Pemerintah yang percaya diri tidak takut pada evaluasi independen. Ia membedakan kritik yang valid,
disinformasi, dan serangan melalui proses yang adil, bukan label politik.

Ujian demokrasi 2045 adalah apakah kekuasaan dapat berganti, kebijakan dapat dibatalkan, pejabat dapat
diperiksa, dan warga biasa dapat memengaruhi tanpa harus memiliki kekayaan atau koneksi.
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Ujian 3: Apakah Keberlanjutan Mengubah Keputusan Ekonomi?

Keberlanjutan sering hadir dalam dokumen, tetapi ujian sebenarnya adalah apakah ia mengubah investasi,
anggaran, izin, harga, dan perilaku. Jika proyek berisiko tinggi tetap dipilih tanpa memperhitungkan emisi,
air, biodiversitas, dan masyarakat, maka keberlanjutan masih menjadi label.

Environmental and social assessment perlu dilakukan sebelum keputusan terkunci. Analisis alternatif,
cumulative impact, dan climate scenario harus tersedia. Mitigasi tidak boleh menjadi pembenaran otomatis.

Harga dan insentif perlu menginternalisasi biaya, tetapi instrumen ekonomi harus disertai standard serta
penegakan. Pajak karbon tanpa transisi energi atau offset tanpa integritas tidak cukup.

Keuangan publik dan swasta perlu mengukur exposure fisik serta transisi. Bank, investor, BUMN, dan
pemerintah daerah menghadapi risiko aset, pendapatan, dan kewajiban.

Ujian keberlanjutan adalah apakah modal alam membaik, emisi menurun sesuai jalur, risiko iklim
berkurang, dan manfaat ekonomi tetap inklusif.

Ujian 4: Apakah Pertumbuhan Mengurangi Ketimpangan Kesempatan?

Ketimpangan hasil dapat berubah dari tahun ke tahun, tetapi ketimpangan kesempatan lebih dalam. Tempat
lahir, pendidikan orang tua, gizi, lingkungan, gender, disabilitas, dan jaringan menentukan peluang.
Pertumbuhan adil harus mengurangi pengaruh faktor yang tidak dipilih individu.

Universal layanan bermutu menjadi instrumen utama. Sekolah, kesehatan, air, transportasi, internet, dan
keamanan memberi platform bersama. Layanan buruk bagi publik membuat kelompok mampu membeli
jalan keluar dan solidaritas menurun.

Kepemilikan aset juga menentukan. Perumahan, tanah yang aman, tabungan, pensiun, dan akses usaha
memberi resilience serta voice. Kebijakan tidak boleh hanya fokus pendapatan bulanan.

Pasar kerja perlu memberi mobilitas melalui credential yang dipercaya, anti-diskriminasi, childcare, dan
informasi. Informalitas membuat hak serta career path lemah.

Ujian kesempatan adalah apakah anak dari keluarga sederhana memiliki probabilitas nyata mencapai
pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan berdasarkan kemampuan.

Ujian 5: Apakah Negara Memiliki Kapasitas tanpa Menjadi Dominan?

Negara perlu mampu memungut pajak, mengatur pasar, menyediakan layanan, mengelola risiko, dan
menegakkan hukum. Tanpa kapasitas, tujuan demokrasi dan keberlanjutan tidak dapat diwujudkan. Namun
kapasitas yang tidak dibatasi dapat berubah menjadi dominasi.

Keseimbangan dibangun melalui mandat jelas, merit birokrasi, transparansi, audit, judicial review,
parlemen, dan partisipasi. Independensi lembaga tertentu perlu disertai accountability.

Kapasitas juga membutuhkan hubungan dengan bisnis dan masyarakat. Embedded autonomy membuat
negara memahami ekonomi tanpa ditangkap. Advisory plural dan data independen membantu.

Digitalisasi memperbesar kemampuan negara, tetapi juga surveillance. Data governance dan
proportionality menjadi batas. Efisiensi layanan tidak memberi izin menggunakan data untuk tujuan lain.

Ujian negara 2045 adalah apakah ia cepat ketika perlu, hati-hati ketika berdampak tinggi, kuat terhadap
elite, dan tetap tunduk pada hukum serta warga.
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Ujian 6: Apakah Daerah Menjadi Pusat Inovasi atau Sumber Kesenjangan?

Desentralisasi memberi kesempatan kebijakan menyesuaikan konteks dan pemimpin lokal berinovasi.
Namun perbedaan kapasitas menghasilkan kesenjangan layanan. Daerah kaya atau berkapasitas tinggi dapat
maju lebih cepat.

Pemerataan tidak berarti semua daerah menggunakan model sama. Pusat perlu menjamin standar dan
transfer, sementara daerah memilih cara. Dukungan teknis dibedakan berdasarkan kebutuhan.

Inovasi perlu didokumentasikan, dievaluasi, dan disebarkan. Banyak program hilang ketika kepala daerah
berganti karena bergantung figur. Birokrasi, regulasi, dan anggaran harus menginstitusionalisasi.

Kerja sama wilayah penting bagi ekonomi metropolitan, pulau, DAS, dan pesisir. Kompetisi daerah yang
tidak terkoordinasi dapat menurunkan pajak dan standard.

Ujian desentralisasi adalah apakah tempat tinggal semakin sedikit menentukan kualitas hak dasar,
sementara keragaman lokal tetap hidup.

Ujian 7: Apakah Teknologi Memperluas Kebebasan dan Produktivitas?

Teknologi dapat mengurangi biaya, memperluas informasi, dan membantu penyandang keterbatasan.
Namun ia juga dapat mengonsentrasikan data, memonitor pekerja, memanipulasi perhatian, dan
mengecualikan kelompok.

Ukuran keberhasilan bukan jumlah aplikasi atau pengguna, tetapi waktu yang dihemat, layanan yang
membaik, pendapatan yang meningkat, serta hak yang terlindungi. Digitalisasi yang menambah langkah
adalah kegagalan.

Al memerlukan decision rights, data quality, fairness, transparency, dan human accountability. Sistem tidak
boleh menjadi alasan untuk keputusan yang tidak dapat dijelaskan atau dibantah.

Kapasitas teknologi nasional mencakup talent, research, cloud, cyber, chip access, data, standard, dan
perusahaan. Kedaulatan tidak berarti autarki, tetapi kemampuan memilih dan berpindah.

Ujian teknologi adalah apakah warga dan organisasi menjadi lebih mampu, bukan lebih bergantung serta
diawasi.

Ujian 8: Apakah Generasi Mendatang Menerima Lebih Banyak Pilihan?

Keadilan antargenerasi dapat dirumuskan sebagai kewajiban memperluas pilihan. Utang dapat diterima bila
membangun aset, tetapi tidak bila hanya memindahkan konsumsi. Ekstraksi dapat diterima dalam batas bila
hasilnya menjadi human dan produced capital serta ekosistem dipulihkan.

Perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi dapat bersifat irreversible. Ketidakpastian bukan
alasan menunda ketika kerusakan berpotensi besar. Precaution perlu proporsional dengan risiko.

Pendidikan, kesehatan, riset, dan institusi adalah warisan tidak berwujud. Pemotongan investasi tersebut
mungkin memperbaiki fiskal hari ini tetapi mempersempit masa depan.

Keterwakilan generasi mendatang dapat diperkuat melalui fiscal projection, climate law, ombudsman,
strategic environmental assessment, dan youth participation.

Ujian terakhir 2045 adalah apakah generasi setelahnya memiliki lingkungan yang layak, kemampuan
manusia, institusi yang dipercaya, dan ruang fiskal untuk menentukan prioritas sendiri.
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Epilog: Memilih Jalan Indonesia

Persimpangan adalah tempat arah menjadi terlihat. Indonesia telah memiliki pengalaman panjang
pembangunan, demokratisasi, desentralisasi, dan pengelolaan sumber daya. Pengalaman itu menunjukkan
keberhasilan sekaligus biaya yang harus diperbaiki.

Pilihan terbaik bukan kembali ke masa lalu atau meniru negara lain secara utuh. Indonesia perlu
membangun model sendiri berdasarkan Pancasila, negara kepulauan, keragaman sosial, ekonomi terbuka,
dan kekayaan ekologis.

Model tersebut membutuhkan pertumbuhan yang menciptakan kemampuan, demokrasi yang memberi
koreksi, dan keberlanjutan yang menjaga fondasi. Kegagalan satu dimensi akhirnya akan merusak dua
lainnya.

Perjalanan menuju 2045 bukan proyek satu pemerintahan. la membutuhkan continuity of purpose dan
flexibility of instruments. Setiap pemerintahan berhak memilih cara, tetapi hasil dan batas harus dapat
dinilai.

Konsensus nasional tidak berarti tanpa konflik. Konflik kepentingan dan nilai merupakan bagian

demokrasi. Yang diperlukan adalah aturan adil, informasi, dan kemampuan mencapai keputusan serta
revisi.

Keberanian politik terlihat ketika pemimpin menjelaskan biaya, menolak privilege, melindungi institusi,
dan berinvestasi pada hal yang hasilnya mungkin dinikmati generasi berikutnya.

Keberanian warga terlihat dalam partisipasi, organisasi, pembayaran pajak, penghormatan terhadap
perbedaan, serta tuntutan berbasis bukti. Demokrasi tidak dapat hanya menjadi urusan elite.

Keberanian bisnis terlihat ketika inovasi tidak bergantung rente, keuntungan tidak memindahkan biaya ke
masyarakat, dan pengaruh politik dikelola secara transparan.

Keberanian akademik terlihat ketika pengetahuan disampaikan secara jujur, termasuk ketika tidak populer,
serta ketika kampus membantu menerjemahkan kompleksitas menjadi pilihan publik.

Indonesia memiliki kesempatan besar. Bila kesempatan digunakan untuk membangun produktivitas,
keadilan, kebebasan, dan regenerasi, persimpangan ini akan dikenang sebagai awal konsolidasi Indonesia
maju yang bermartabat.
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